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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika pergantian
antar waktu (PAW) yang dilakukan oleh Partai Gerindra terhadap kadernya yang
menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah H.M.Rumsyah
Bagan yang mengalami hambatan dalam proses melaksanakan pergantian antar
waktu. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana Problematika PAW di
DPRD Provinsi Kalimantan Tengah apabila merujuk pada peraturan perundang —
undangan dan apa urgensinya melaksanakan pergantian antar waktu di DPRD
Provinsi Kalimantan Tengah dari Partai Gerindra. Penelitian ini adalah penelitian
yang bersifat hokum normatif. Pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan
perundang-undangan (Statute Approach). Jenis data yang digunakan adalah jenis
data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.
Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil
analisis ini menunjukkan terdapat problematika dalam proses pergantian antar
waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi, oleh partai Gerindra H.M.Rumsyah Bagan.
Berdasarkan undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD, dan juga undang undang no. 2 tahun 2011 tentang partai politik,
dijelaskan bahwa dalam melakukan PAW hanya memerlukan waktu kurang
lebihnya dua bulan. Sedangkan PAW yang dilaksanakan Partai Gerindra di DPRD
Provinsi Kalimantan Tengah mengalami keterlambatan hingga empat bulan
lamanya. Hal ini tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, etika
politik, dam hakikat PAW sesungguhnya. Dalam melakukan PAW, seharusnya
pihak yang terlibat baik legislatif,eksekutif maupun yudikatif menjalankannya
dengan berlandasakan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, karena
keterlambatan PAW memberi dampak yang cukup luas dan bisa menciderai asas
demokrasi dan kedaulatan rakyat yang memilih wakilnya di tataran lembaga
pemerintahan.Dan haruslah ada dalam mekanisme PAW mencantumkan sanksi
bagi pihak-pihak yang tidak menjalankan mekanisme PAW dengan tepat waktu.
agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga, dapat terwujudnya
prinsip check and balances yang mengedepankan asas demokrasi, dan
menyelaraskan peraturan yang ideal dengan realita pelaksanaannya.

Kata Kunci : Pergantian Antar Waktu, PAW, Anggota DPRD



BAB |
PENDAHULUAN
A LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang menjalankan demokrasi tidak langsung dan
pemerintah Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan. Sesuai dengan sila
keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan”. Berdasarkan hal tersebut Indonesia menjalankan
demokrasi yang kedaulatan tertingginya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut undang-undang, sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945 pasca amandemen.®

Demokrasi berarti pemerintahan rakyat tentunya didasari pada partisipasi
rakyat dalam pemerintahan. Di negara demokrasi hak-hak individual rakyat sangat
dihargai dan dijamin kebebasannya. Termasuk dalam hal ini menggunakan hak
politiknya secara aktif maupun pasif dalam pemerintahan haruslah diatur dengan
hukum. Pemilihan umum merupakan salah satu jalur untuk menjalankan kedaulatan
rakyat dalam hal menentukan siapa yang mewakili mereka baik di Legislatif,
Eksekutif, dan bahkan Yudikatif. Wakil rakyat yang akan mewakili masyarakat ini
juga menjadi perwakilan dari partai politik, hal tersebut menyebabkan wakil rakyat
akan membawa beban, tanggung jawab, dan amanah serta konsekuensi politik yang

sangat besar.

! Pasal 1 Ayat 2 Undang — Undang Dasar Tahun 1945



Sistem demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia membagi
kekuasaan legislatif menjadi dua, yaitu legislatif pusat yang meliputi Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Daerah, sedangkan legislatif di Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sebagai wakil rakyat anggota dewan harus siap menghadapi jika digugat secara
politis ‘baik oleh partai politik induknya maupun konstituen dan masyarakat.
Kenyataannya di Indonesia anggota DPR tidak hanya menjadi wakil dari rakyat
tetapi justru merupakan wakil dari partai politik. Hal ini berarti anggota DPR harus
mewakili kepentingan partai politik dan menyuarakan suara partai politik yang

mendukungnya.

Partai politik mempunyai kewenangan terhadap kadernya yang menjadi
wakil rakyat demi menjamin kekuatan dan eksistensi Partai politik di parlemen,
salah satu kewenangan partai politik terhadap wakil rakyat adalah Pergantian Antar
Waktu (PAW) yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota Dewan
Perwakilan Rakyat yang berasal dari partai politik tersebut, partai politik berhak
memberhentikan kader politiknya yang dianggap melanggar aturan partai maupun
konstitusi. Anggota dari partai politik yang duduk sebagai Dewan Perwakilan
Rakyat diharuskan meninggalkan jabatannya dan digantikan dengan kader lain dari

partai yang sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pergantian Antar Waktu di kenal di Indonesia sejak masa pemilu orde baru
tahun 1971 — 1997. Pada masa reformasi Pergantian Antar Waktu (PAW)

dihapuskan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang



Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.?

Penghapusan Pergantian Antar Waktu (PAW) pada masa itu justru menjadi
problematika baru, karena sejumlah anggota dewan yang melakukan pelanggaran
kode etik, misalnya pindah partai politik, melakukan perbuatan melawan hukum
dan moral, atau hal lainnya tidak mendapatkan sanksi tegas. Sedangkan masyarakat
menginginkan anggota dewan yang amanah dan dapat dipercaya, baik kinerja

politiknya maupun etika perilakunya.

Berdasarkan hal itu Penggantian Antar Waktu (PAW) dihadirkan kembali
dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan :

Anggota DPRD berhenti Antarwaktu karena meninggal dunia,
mengundurkan diri, atau diberhentikan.®

Pasal 139 ayat (2) mengatur alasan diberhentikan Antarwaktu :

karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut turut tanpa
keterangan apapun, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD,
Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
5 (lima) tahun atau lebih, Diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan

2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, &
DPRD.
3 Pasal 139 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



peraturan perundang-undangan, Tidak lagi Memenuhi Syarat sebagai calon anggota
DPR sesuai dengan ketentuan peraturaran perundang-undangan mengenai
pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Melanggar Ketentuan larangan
sebagaimana diatur dalam Undang Undang, Diberhentikan sebagai anggota Partai
Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Menjadi
Anggota Partai Politik Lain.*

Pergantian Antar Waktu (PAW) juga terjadi dalam lingkup Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Seorang anggota DPRD
aktif Zain Alkim berasal dari Fraksi Partai Gerindra terbukti melanggar kode etik
partai dengan mengikuti acara rapimnas Partai Perindo di Jakarta dan menggunakan
atribut Partai Perindo, kemudian Zain Alkim sebagai Anggota DPRD Kalteng dari
Partai Gerindra sudah dikenai sanksi dan diharuskan mengundurkan diri sesuai
dengan keputusan partai dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang
mengharuskannya mundur dari Partai dan sebagai Anggota DPRD Provinsi
Kalimantan Tengah. Selain itu Zain Alkim juga maju dalam pemilu legislatif tahun

2019 melalui partai lain.®

Sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian
Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 5 ayat (3) hurufi menyatakan :

Diberhentikan apabila menjadi anggota Partai Politik lain bagi Anggota
DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.®

Sejak pertengahan bulan april 2018 Zain Alkim sudah tidak menjalankan

tugasnya sebagai anggota dewan dan terjadi kekosongan kursi di DPRD Provinsi

4 Pasal 139 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

5 https://www.borneonews.co.id/berita/91477-gerindra-kalteng-ulah-zain-alkim-sepintas-
sudah-pelanggaran diunduh pada Tanggal 15 November 2018 Pukul 18.48.

6 Pasal 5 Ayat 3 huruf i Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2017



https://www.borneonews.co.id/berita/91477-gerindra-kalteng-ulah-zain-alkim-sepintas-sudah-pelanggaran
https://www.borneonews.co.id/berita/91477-gerindra-kalteng-ulah-zain-alkim-sepintas-sudah-pelanggaran

Kalimantan Tengah. Banyak sekali kekosongan terjadi dalam lingkup DPRD
Provinsi Kalimantan Tengah selain Pergantian Antar Waktu (PAW) Yansen Binti
yang didakwa sebagai pelaku utama pembakaran sekolah dasar di Kota
Palangkaraya. Serta beberapa kasus terbaru anggota DPRD Provinsi Kalimantan
Tengah yang tertangkap tangan KPK dalam perkara limbah sawit di Danau

Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

DPD - Partai Gerindra Kalimantan Tengah melakukan pengusulan
Pergantian Antar Waktu Zain Alkim kepada H.M.Rumsyah Bagan sebagai nomor
urut kedua dengan daerah pilih yang sama yaitu Dapil 1V meliputi Kabupaten
Barito Timur,Barito Selatan, Barito Utara, dan Murung Raya dalam pemilu tahun

2014 yang lalu.

Namun dalam masa pengusulan sejak 25 Juli 2018 baru pada tanggal 22
November 2018 atau kurang lebihnya selama 4 (empat) bulan setelah proses yang
cukup panjang, H.M.Rumsyah Bagan resmi dilantik pada Rapat Paripurna Istimewa
pengangkatan dan pembacaan sumpah/janji Pergantian Antar Waktu (PAW)
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari fraksi Partai Gerindra di
Palangkaraya. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Reinhard Atu Narang

sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari fraksi Partai PDIP.’

Proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD di Kalimantan Tengah yang
lama ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.6 Tahun

2017 yang berdasarkan pertimbangan Undang — Undang Nomor 27 Tahun 20009,

7 https://kalteng.antaranews.com/berita/291264/rumsyah-bagan-jadi-anggota-dprd-kalteng-
gantikan-zain-alkim diunduh pada Tanggal 15 November 2018 pukul 19.00.



https://kalteng.antaranews.com/berita/291264/rumsyah-bagan-jadi-anggota-dprd-kalteng-gantikan-zain-alkim
https://kalteng.antaranews.com/berita/291264/rumsyah-bagan-jadi-anggota-dprd-kalteng-gantikan-zain-alkim

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang — Undang Nomor 23 Tahun
2014. Dimana peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017
menjelaskan secara rinci tentang mekanisme Pergantian Antar Waktu DPRD

Provinsi.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 menyatakan
Pergantian Antar Waktu terbagi dalam dua tahap, pertama adalah tahap
pemberhentian dan kedua adalah tahap Penggantiannya, dimulai dari mekanisme
Pemberhentian Antar Waktu DPRD Provinsi. Pergantian harus diusulkan oleh
pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada

Menteri Dalam Negeri.

Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota
DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk
memperoleh peresmian pemberhentian paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya
usul pemberhentian, hal ini di jelaskan dalam Pasal 356 Ayat (2) Undang — Undang
Nomor 17 Tahun 2014.8 Selanjutnya Gubernur menyampaikan usul tersebut kepada
Menteri Dalam Negeri Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul

pemberhentian dari pimpinan DPRD.®

8 Pasal 356 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD &
DPRD

% Pasal 356 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD &
DPRD



Kemudian Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian Anggota
DPRD Provinsi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan

pemberhentian anggota DPRD provinsi dari Gubernur Provinsi terkait.°

Pasal 359 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR,
DPD & DPRD menyatakan , Anggota DPRD provinsi yang berhenti antar waktu
digantikan oleh calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak
urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang
sama pada daerah pemilihan yang sama.!! Masa jabatan anggota DPRD provinsi
pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang

digantikannya.

Tahap pengangkatan Pergantian Antar Waktu dimulai dengan Pimpinan
DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan
antarwaktu yang telah diputuskan dalam rapat paripurna Badan Kehormatan DPRD
Provinsi dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU provinsi.
KPU provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan
DPRD provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD

provinsi.'?

10 pasal 356 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD &
DPRD

11 pasal 359 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD &
DPRD

12 pasal 360 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD &
DPRD



Kemudian Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD
provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu yang ditetapkan
KPU Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 7

(tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Provinsi.*®

Gubernur menyampaikan namaanggota DPRD provinsi yang diberhentikan
dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri Paling lambat
7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan
dan nama calon pengganti antarwaktu dari Pimpinan DPRD.** selanjutnya Menteri
Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD
dengan membuat keputusan Menteri Dalam Negeri Paling lambat 14 (empat belas)
hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama

calon pengganti antarwaktu dari Gubernur Provinsi terkait.'®

Dilihat dari proses tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku masa pemberhentian hanya memerlukan rentang waktu 28 (dua puluh
delapan) hari atau kurang lebihnya 1 (satu) bulan, dan dari proses tersebut menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku masa penggantian Anggota DPRD
hanya memerlukan rentang waktu 33 (tiga puluh tiga) hari atau kurang lebihnya 1
(satu) bulan, dan jika kita jumlahkan hanya memerlukan waktu kurang lebihnya 2

(dua) bulan dan terlebih peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota

13 pasal 360 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD &
DPRD

14 pasal 360 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD &
DPRD

15 pasal 360 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD &
DPRD



DPRD Provinsi dilakukan Menteri Dalam Negeri dengan waktu yang bersamaan.
Dan dengan mengingat kemajuan teknologi serta infrastruktur pada masa kini yang
memudahkan mobilitas untuk menjalankan mekanisme Pergantian Antar Waktu
tersebut secara tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut tentu menjadi sebuah
pertanyaan bagaimana mungkin bisa terjadi keterlambatan mekanisme Pergantian
Antar Waktu sampai dengan 4 (empat) bulan lamanya. Dan perlu diketahui bahwa
Pergantian Antar Waktu anggota DPRD provinsi tidak dilaksanakan apabila sisa
masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikan kurang dari 6 (enam)

bulan.1®

Mekanisme Pergantian Antar Waktu yang telah dijabarkan diatas
menjelaskan secara singkat berapa lama seharusnya proses atau mekanisme
Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dilaksanakan baik dari proses
pemberhentian hingga proses pergantiannya. Maka dari itu jika Kita melihat di
DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terjadi ketidaksesuaian antara mekanisme yang
diatur oleh Undang — Undang dengan realitas yang terjadi. Permasalahan tersebut
menjadi polemik yang tidak boleh disepelekan dan menarik untuk diteliti.
Mengingat DPRD merupakan Lembaga Negara yang bertujuan sebagai perwakilan
dari suara dan aspirasi rakyat serta partai dan jika terjadi kekosongan tentu akan
berdampak langsung kepada rakyat, khususnya masyarakat di Provinsi Kalimantan

Tengah dan terjadi pelemahan kekuatan Partai Politik di Parlemen.

16 pasal 360 Ayat 7 Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD
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Berdasarkan Latar Belakang tersebut penulis tertarik mengkaji secara

ilmiah mengenai “PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU

(PAW) DI DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2014 -

2019 (Studi Kasus Pergantian Antar Waktu di DPRD Provinsi Kalimantan

Tengah Dapil IV Fraksi Partai Gerindra H.M.Rumsyah Bagan.)”

B.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis

sampaikan dua pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana problematika Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD
Provinsi Kalimantan Tengah dari Partai Gerindra Periode 2014 — 2019?

2. Apa Urgensi melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota

DPRD di Provinsi Kalimantan Tengah dari Partai Gerindra ?

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang serta pokok masalah tersebut, maka tulisan ini

diharapkan mampu mengungkapkan persoalan melalui pembahasan yang

mudah dipahami, dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika Pergantian Antar Waktu (PAW) di
DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari Partai Gerindra Periode 2014 -
2019.

2. Untuk mengetahui Urgensi melaksanakan Pergantian Antar Waktu
(PAW) Anggota DPRD di Provinsi Kalimantan Tengah dari Partai

Gerindra.
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MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Praktis

Sebagai salah satu sarana untuk menambah pengetahuan terkait masalah
Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Manfaat Teoritis

Sebagai media pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya tentang
regulasi pergantian antar waktu;

Sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan akademis.
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E. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang terinspirasi oleh berita yang penulis
ketahui dan baca dari media massa tentang diberhentikannya antar waktu dan
pergantian antar waktu di lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah, penulis memilih Provinsi Kalimantan Tengah karena penulis
merupakan Putra Daerah Kalimantan Tengah dan Berasal dari Provinsi Kalimantan
Tengah.Sebelumnya sudah ada penelitian yang dilakukan oleh dua orang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tentang Pergantian Antar
Waktu (PAW) namun kedua penelitian tersebut berbeda pembahasan dan rumusan

masalah dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Penelitian yang pertama merupakan penelitian oleh Yuantoni Fidelico Brucel
Amande yang bersifat normatif dengan judul “Problematika Pemberhentian Antar
Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD, & DPRD” dengan rumusan masalah
pertama, apa yang dimaksud dengan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) oleh
Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan rumusan masalah
kedua, apakah Pemberhentian Antar Waktu (PAW) pada anggota DPRD Kota
Cirebon Fraksi NasDem sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan
penelitian kedua merupakan penelitian oleh Ovilia Shely Fadhila yang bersifat
empiris dengan judul “Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD (Studi Terhadap
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100/KEP/2011 tentang
PAW PKPB) dengan rumusan masalah pertama, bagaimana prosedur pergantian

antar waktu menurut UU Nomor 27 Tahun 2009 dikaitkan dengan proses pergantian
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antar waktu yang dilaksanakan di PKPB daerah kabupaten bantul periode 2009-
2014. Rumusan masalah kedua, mengapa keputusan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta tidak dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Bantul, dan rumusan
masalah ketiga, apa konsekuensi hukum tidak dilaksanakannya SK Gubernur DIY
Nomor 100/KEP/2011 bagi DPRD Kabupaten Bantul. Selain itu penulis sangat
yakin belum ada penelitian yang membahas perihal lambatnya mekanisme
Pergantian Antar Waktu di DPRD_Provinsi Kalimantan Tengah. Maka dari itu

penelitian yang dilakukan penulis tentu berbeda dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini berasal dari pengalaman kerabat penulis. Dimana studi kasus
yang diteliti oleh penulis merupakan pengalaman pribadi dari paman Penulis yaitu
Bapak H.M.Rumsyah Bagan, S.Hut.MMA. Kondisi ini tentunya menjadikan
penelitian ini sangat akurat dan transparan. Karena berdasarkan pengalaman
langsung dari H.M.Rumsyah Bagan, S.Hut,MMA yang mengalami berbagai
macam hambatan dan problematika karena mekanisme yang dirasa sangat lama saat
diangkat sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) dari fraksi Partai Gerindra di
DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai nomor urut kedua dengan daerah pilih
yang sama dengan Zain Alkim yang diberhentikan antar waktu sebagai Anggota
DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Dapil 1V meliputi Kabupaten Barito
Timur,Barito Selatan, Barito Utara, dan Murung Raya dalam pemilu tahun 2014

yang lalu.
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F. TINJAUAN PUSTAKA
1. Lembaga Perwakilan Rakyat

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal empat jenis lembaga perwakilan
rakyat, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD).

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang
bertugas dan berwenang mengubah UUD, melantik presiden dan wakil presiden,
memberhentikan presiden dan wakil presiden, dan menunjuk presiden atau wakil
presiden baru dari rekomendasi parpol pemenang pemilu jika presiden atau wakil
presiden yang lama mangkat, diberhentikan, atau tidak bisa lagi menjabat karena
alasan tertentu. Anggota MPR terdiri dari gabungan semua anggota DPR dan DPD.
Mereka akan menggelar sidang setidaknya sekali dalam lima tahun.

Lembaga perwakilan rakyat yang berikutnya disebut dengan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) yang bertugas sebagai representasi perwakilan atas
kepentingan daerah dalam pemerintahan. DPD bertugas mengurus permasalahan
otonomi daerah, hubungan daerah dan pemerintah pusat, permasalahan daerah di
wilayah perbatasan, penggabungan atau pemisahan daerah, dan lain sebagainya.
Dengan mekanisme pemilihannya melalui pemilu.

Lembaga Perwakilan Rakyat berikutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR). DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih
melalui pemilihan umum. Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat pertama

kali diadakan di Indonesia pada tahun 1955.
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat
yang berkedudukan sebagai lembaga negara.sebagaimana disebutkan dalam pasal
68 Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.t’

Dalam Trias Politica Dewan Perwakilan Rakyat termasuk atau sama
dengan Kekuasaan Legislatif dimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat adalah
kekuasaan untuk membuat Undang-Undang. Pembuatan Undang-Undang harus
diberikan pada suatu badan yang berhak khusus untuk itu. Jika penyusunan
Undang-Undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka mungkinlah tiap
golongan atau tiap orang mengadakan Undang-Undang untuk kepentingannya
sendiri.

Di ‘dalam negara demokrasi peraturan perundang-undangan harus
berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap
sebagal badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun Undang-
Undang yang dinamakan legislatif. Legislatif ini sangatlah penting di dalam
kenegaraan, karena Undang-Undang ibarat yang menegakkan hidup rumah tangga
sebuah negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan
negara.Sebagai badan pembentuk Undang-Undang maka legislatif itu hanyalah
berhak untuk mengadakan Undang-Undang saja, tidak boleh melaksanakannya.
Untuk menjalankan Undang-Undang itu haruslah diserahkan kepada suatu badan

lain yaitu Eksekutif.

17 pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.
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Legislatif sebagai badan yang membuat undang — undang pada hakikatnya
merupakan lembaga perwujudan untuk menunjukan eksistensi keikutsertaan
masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis. Dalam lembaga perwakilan
terdapat dua peran penting, yang pertama sebagai lembaga pembentuk undang —
undang, dan kedua sebagai lembaga yang menghubungkan antara konstituen dan
pemerintahan secara nasional. Dengan tujuan menerjemahkan kehendak rakyat
(will of the people) menjadi sebuah aturan bernegara (will of the state)*®

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) memiliki fungsi yang sama sebagai perwakilan rakyat hanya saja terbagi
menjadi tiga golongan perwakilan daerah berdasarkan tingkatan atau teritorialnya
seperti DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dimana Anggota
DPRD pasti akan menjadi penyalur aspirasi masyarakat dari daerah pilih tempat dia
memperoleh suara saat pemilihan umum.*®

Dewan Perwakilan Rakyat dengan unsur politiknya ini memiliki tiga fungsi
yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Secara lebih luas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yaitu:

a. Fungsi pengaturan

b. Fungsi pengawasan;dan

c. Fungsi perwakilan.

18 Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia,Setara Press , Malang, 2017,
him.84-85.

19 Jimly Asshiddigie, Pokok - Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi,
Bhuana llmu opuler, Jakarta, 2007, him.154
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Fungsi pengaturan adalah seluruh kewenangan yang berkaitan dalam
membentuk dan menetapkan peraturan dengan tujuan mengatur kehidupan

berbangsa, bernegara dan kehidupan bersama.?

Fungi pengawasan adalah implementasi atau penerapan kontrol terhadap
peraturan yang telah di tetapkan oleh para wakil rakyat tersebut yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat. Tujuan dilakukannya pegawasan agar tidak terjadi

kesewenang-wenangan dalam penerapan peraturan.

Fungsi perwakilan adalah merupakan bentuk mewakili suara rakyat dengan
duduk sebagai anggota dewan baik di kabupaten/kota, provinsi,maupun di
pusat, karena secara substansif yang diwakili oleh para anggota Dewan
Perwakilan Rakyat adalah aspirasi rakyat atau ide dan gagasan yang di inginkan

oleh rakyat demi kemajuan daerah dan bangsanya.?

20 |bid, him 160-166.
2L Encik Muhammad Fauzan, Op.Cit, him.86
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2. Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk menjembati demokrasi dan
pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya
atau ingin terjun kedunia perpolitikan dapat menyalurkan keinginannya lewat partai
politik. Dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang
terorganisir yang anggotanya memiliki ideologi dan cita-cita yang sama. Dengan
tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang
biasanya dengan cara konstitusionil agar dapat menjalankan kebijakan yang mereka

inginkan demi kepentingan partai masing — masing.??

Beberapa ahli berpendapat tentang definisi partai politik seperti Carl J.Fridrich

yang menyatakan:?3

“Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil
dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan ini, memberikan
kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta materiil.”

Para ahli lain seperti Sigmund Neumann menyatakan bahwa:2*

“Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha
untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat
melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan — golongan lain
yang mempunyai pandangan berbeda.”

Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan definisi partai politik yaitu:?®

“Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga
negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-
cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,

22 Miriam Budiarjo, Dasar — Dasar llmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002,
him.160-161.

2 |bid, him 161.

2 |bid, him 162.

% Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
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masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang — Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Berdasarkan dari definisi — definisi tersebut dapat diambil kesimpulan
bahwa partai politik sangat identik dengan kekuasaan. Dengan kata lain jika ingin
mendapatkan kekuasaan diperlukan sebuah partai politik untuk menjadi alat
mencapai tujuan tersebut. Dan @ partai politik menjadi perantara Yyang
menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan
dengan mengaitkan masyarakat sebagai wadah pelaksanaan aksi politik. Indonesia
sebagail negara hukum memberikan kebebasan kepada setiap warga negaranya
untuk membentuk partai politik dengan aturan — aturan tertentu dan tidak boleh
bertentangan dengan Pancasila dan Undang — Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.
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3. Pergantian Antar Waktu (PAW)

Pergantian Antar Waktu adalah proses penggantian Anggota DPR yang
berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon Pengganti Antar Waktu yang
diambil dari DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPR dari partai politik dan pada

daerah pemilihan yang sama.

Berdasarkan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa Anggota DPR

berhenti antarwaktu karena:

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan 26

Pemberhentian dan pengangkatan adalah dua istilah yang tidak dapat
dipisahkan  dalam konteks Penggantian Antar Waktu pada pengisian jabatan
anggota legislatif (DPR/DPRD). Namun lazimnya hanya menyebutkan pergantian
antar waktu (PAW) tanpa dikuti pemberhentian dan pengangkatan. Bahkan istilah
pergantian dan pemberhentian sering disamakan dalam menerjemahkan istilah
recall. Demikian pun dalam prosedur pergantian antar waktu, sudah pasti akan
diikuti dengan pemberhentian berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-

undang.

% pasal 239 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
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Pergantian antar waktu atas usulan partai politik populer diistilahkan
dengan recall. Kata recall dalam bahasa inggris mempunyai beberapa pengertian.
Di Indonesia recall berbeda dengan recall di Amerika Serikat. Amerika serikat
memiliki istilah recall Election yang digunakan untuk menyatakan hak rakyat
pemilih (konstituen) untuk melengserkan wakil rakyat sebelum masa jabatannya

berakhir.

Di Indonesia sejarah recall dikenal pada masa pemilu orde baru (1971-
1997) yang menganut sistem proporsional murni, sedangkan dalam pemilu 1999
yang juga menganut sistem proporsional murni tidak dikenal recall, dan recall
dihidupkan kembali dalam pemilu 2004 yang menganut sistem pemilu proporsional

dengan daftar calon terbuka.

Dengan demikian penggantian antar waktu adalah pengisian jabatan
legislatif (DPR/DPRD) yang diusulkan oleh partai politik atau badan kehormatan
DPRD tanpa melalui mekanisme pemilihan umum, tetapi dengan melibatkan KPU
sebagai tim yang memverifikasi kelengkapan administrasi tentang kelayakan dan
kepatutan seseorang untuk mengisi jabatan yang kosong oleh pejabat legislatif
sebelumnya. Maka pejabat baru tersebut berwenang untuk melaksanakan ketentuan

undang-undang sebagaimana yang ditetapkan.?’

27 http://www.negarahukum.com/hukum/penggantian-antar-waktu-paw.html diunduh pada
Tanggal 20 November 2018 Pukul 15.30
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G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian normatif yaitu
penelitian yang berdasarkan pada kajian teori, asas, ataupun peraturan
hukum tertulis lain yang ada yang kemudian akan dikaji dari berbagai aspek
seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi,
lingkup dan materi, konsistensi, serta penjelasan umum dan pasal demi

pasal.?®

2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis  menggunakan pendekatan perundang-
undangan (Statute Approach) karena penulis melakukan analisis terhadap
perundang-undangan yang terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan
membandingkan aturan yang diatur oleh Undang-Undang tentang Regulasi
Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan realitas peristiwa yang terjadi
berdasarkan studi kasus Pergantian Antar Waktu di DPRD Provinsi
Kalimantan Tengah.

3. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah problematika Pergantian Antar Waktu di

DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

2 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2004, him. 102
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Sumber Data Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan

mengikat secara yuridis. Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan :

a)

b)

f)

9)

h)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD
1945”),

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, & DPRD.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR,DPR,DPD, &
DPRD,

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD, &
DPRD,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD, &
DPRD,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.6 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah
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J) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Tata Tertib, Susuan Dan Kedudukan Serta Fungsi,Wewenang Dan
Tugas

k) Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun
2019 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki

kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini, penulis akan

menggunakan beberapa buku, jurnal, maupun literature lain yang relevan
dan dapat mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a)  Data sekunder yang akan digunakan oleh penulis didapatkan melalui

studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip dan penafsiran Undang-

Undang dan didukung dengan data wawancara dengan pihak terkait.

Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif

yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, penyesuaian data, penyajian

hasil analisis dalam bentuk narasi yang didasarkan pada teori dan pengertian
pegertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan
kesimpulan yang sesuai dengan keadaan realita yang sebenarnya sehingga

mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.
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H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan hukum ini akan akan disusun dalam rangkaian bab yang terdiri dari
4 (empat) bab ditulis dengan mengikuti sistematika sebagai berikut:

BAB | adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar
dimulai dari judul, latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian,
manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional,
metode penelitian, dan Sistematika penulisan serta daftar pustaka. Sebagai
pengenalan awal permasalahan, yang memberikan pengertian awal tentang pokok
bahasan, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan tugas akhir ini.

BAB Il akan dijelaskan tinjauan secara umum tentang mekanisme dan dasar
hukumnya tentang Pergantian Antar Waktu di DPRD Provinsi, serta pandangan
Hukum Pemerintahan Islamnya.

BAB Il akan membahas dan mejawab tentang pokok-pokok permasalahan
berdasarkan data yang diperoleh terkait mekanisme dan problematika, serta urgensi
Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB 1V adalah bagian penutup dan kesimpulan secara keseluruhan sehingga
menjawab atas permasalahan yang dikemukakan setelah dilakukan analisis oleh

penulis, serta saran dan kritik.
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BAB |1
TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PERWAKILAN
RAKYAT, PARTAI POLITIK DAN PERGANTIAN ANTAR

WAKTU (PAW) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perwakilan Rakyat

Negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat tentu harus membuat
kebijakan yang berdasarkan dengan kepentingan-kepentingan rakyat. Lembaga
perwakilan rakyat adalah cara untuk mewakili kepentingan rakyat, lembaga
perwakilan rakyat menjadi tempat bagi aspirasi rakyat untuk ditampung dan
kemudian dialirkan kembali kepada rakyat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang
sesuai dengan keinginan rakyat.

Di Indonesia bentuk dari prinsip kedaulatan rakyat terimplementasikan
melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Sistem ketatanegaraan Indonesia
mengenal empat jenis lembaga perwakilan rakyat, yaitu Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Negara Indonesia menganut sistem parlemen trikameral, di Indonesia
terdapat tiga kamar parlemen yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR
terdiri dari anggota DPR dan DPD. Anggota DPR dipilih melalui peranan partai

politik, sedangkan DPD dipilih tanpa melibatkan partai politik.
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1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
a. Pengertian Majelis Permusyawaratan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
yang terdiri dari gabungan semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Daerah pemenang pemilu. Majelis Permusyawaratan Rakyat akan
menggelar sidang setidaknya sekali dalam lima tahun.

Sebelum Amandemen UUD 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat
merupakan lembaga tertinggi negara, kedudukan MPR berdasarkan UUD 1945
merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan pelaksana
sepenuhnya kedaulatan rakyat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dengan kata lain, kekuasaan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat sehingga tidak terjadi mekanisme check and balances.
namun setelah amandemen kewenangan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat berubah, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan
menetapkan Wakil Presiden menjadi Presiden, memilih Wakil Presiden apabila
terjadi kekosongan Wakil Presiden, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden
apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama.
Setelah amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat berkedudukan sebagai

lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti
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Lembaga Kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

b. Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 4 MPR

berwenang:?

a.

b.
C.

9

mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau
Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah
Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
terbukti ‘melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden;

melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya;

memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh
Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam
masa jabatannya; dan

memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya
dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan
calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden
dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua
dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa
jabatannya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 MPR

bertugas:*°

a.

memasyarakatkan ketetapan MPR,;

2 pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.
%0 pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.



29

b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan

d. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
a. ‘Pengertian Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan daerah
yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD bertugas sebagai representasi
perwakilan atas kepentingan daerah dalam pemerintahan. Anggota Dewan
Perwakilan Daerah dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang.
Dewan Perwakilan Daerah terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui
mekanisme pemilihan umum.

DPD ikut dalam pembahasan dan mengajukan rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan
dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah kepada DPR.

DPD juga memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-
undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

DPD juga menjadi pengawas atas pelaksanaan undang-undang mengenai

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan
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pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.!

b. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah

Berdasarkan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 DPD

mempunyai wewenang dan tugas: 2

a.

mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah
rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden
yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-
undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-
undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan
undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada
DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK
sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota
BPK; dan

menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

31 pasal 248 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.
%2 pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.
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alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
a. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat
yang berkedudukan sebagai lembaga negara.sebagaimana disebutkan dalam pasal
68 Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.*® Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
menjelaskan bahwa DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum
yang dipilih melalui pemilihan umum.3*

Dalam Trias Politica Dewan Perwakilan Rakyat termasuk atau sama dengan
Kekuasaan Legislatif dimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat adalah kekuasaan
untuk membuat Undang-Undang. Pembuatan Undang-Undang harus diberikan
pada suatu badan yang berhak khusus untuk itu. Jika penyusunan Undang-Undang
tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka mungkinlah tiap golongan atau
tiap orang mengadakan Undang-Undang untuk kepentingannya sendiri.

Di dalam negara demokrasi peraturan perundang-undangan harus berdasarkan
kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai
badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun Undang-Undang

yang dinamakan legislatif. Legislatif ini sangatlah penting di dalam kenegaraan,

33 pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.
34 pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.
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karena Undang-Undang ibarat yang menegakkan hidup rumah tangga sebuah
negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan negara.

Sebagai badan pembentuk Undang-Undang maka legislatif itu hanyalah
berhak untuk mengadakan Undang-Undang saja, tidak boleh melaksanakannya.
Untuk menjalankan Undang-Undang itu haruslah diserahkan kepada suatu badan
lain yaitu Eksekutif.

Legislatif sebagai badan yang membuat undang — undang pada hakikatnya
merupakan lembaga perwujudan untuk menunjukan eksistensi keikutsertaan
masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis. Dalam lembaga perwakilan
terdapat dua peran penting, yang pertama sebagai lembaga pembentuk undang —
undang, dan kedua sebagai lembaga yang menghubungkan antara konstituen dan
pemerintahan secara nasional. Dengan tujuan menerjemahkan kehendak rakyat
(will of the people) menjadi sebuah aturan bernegara (will of the state)®

Dewan Perwakilan Rakyat anggotanya berasal dari Wakil Rakyat yang
tergabung di Partai Politik. Wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, dipilih melalui
Pemilihan- Umum. Pemilihan Umum di Indonesia diselenggarakan setiap lima
tahun sekali. Pada umumnya Dewan Perwakilan Rakyat bertugas memelihara,
menjaga serta memajukan kepentingan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat juga
membantu dan mengawasi Pemerintah agar menjalankan tugas dengan sebaik-
baiknya. Bersama-sama Presiden, DPR juga menetapkan Anggaran Pendapatan dan

Anggaran Belanja Negara.

35 Encik Muhammad Fauzan, Opcit . HIm.84-85
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b. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

Sebagaimana telah dikemukakan diatas sesuai yang tertuang dalam pasal 4

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai

wewenang dan tugasnya sendiri sebagai berikut : %

1)

2)

4)

5)

6)

Bersama — sama dengan Presiden membentuk undang — undang;
Bersama — sama dengan Presiden menetapkan anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara

Melakukan pengawasan atas :

Pelaksanaan Undang — undang;

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Kebijaksanaan pemerintah; sesuai denagn jiwa UUD 1945 dan
ketetapan — ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia.

Membahas untuk meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan atas
pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan persetujuan dengan
Negara lain yang dilakukan oleh Presiden;

Membahas hasil pemerikasaan atas pertanggungjawaban keuangan
Negara yang diberitahukan oleh pemeriksaan keuangan;
Melaksanakan hal — hal yang ditugaskan oleh Ketetapan — ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada DPR.

3 peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib, Susuan
Dan Kedudukan Serta Fungsi,Wewenang Dan Tugas, BAB 2 Bagian 2 Pasal 4.
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Dari rumusan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat diatas dapat
disimpulkan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan

pengawasan. Secara lebih luas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yaitu:

a. Fungsi pengaturan
b. Fungsi pengawasan;dan
C. Fungsi perwakilan.

Fungsi® pengaturan adalah seluruh kewenangan yang berkaitan dalam
membentuk dan menetapkan peraturan dengan tujuan ‘mengatur kehidupan
berbangsa, bernegara dan kehidupan bersama.®’

Fungi pengawasan adalah implementasi atau penerapan kontrol terhadap
peraturan yang telah di tetapkan oleh para wakil rakyat tersebut yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat. Tujuan dilakukannya pegawasan agar tidak terjadi
kesewenang-wenangan dalam penerapak peraturan.

Fungsi perwakilan adalah bentuk mewakili suara rakyat dengan duduk
sebagai anggota dewan karena secara substansif yang diwakili oleh para anggota
Dewan Perwakilan Rakyat adalah aspirasi rakyat atau ide dan gagasan yang di
inginkan oleh rakyat demi kemajuan daerah dan bangsanya.*®

Fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan oleh DPR, tentu
bergantung dengan sistem politik yang berlaku dan juga didukung kualitas anggota

DPR itu sendiri selaku penyalur aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

37 Jimly Asshiddigie, Opcit, him,160-166.
%8 Encik Muhammad Fauzan, Opcit, him.86



35

4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
a. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah di provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Pada umumnya Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai perwakilan rakyat dan menjadi
penyalur aspirasi masyarakat dari daerah pilih tempat dia memperoleh suara saat
pemilihan umum.*® Sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga mempunyai fungsi legislasi, anggaran,
dan pengawasan hanya saja lingkupnya berada di daerah provini, kabupaten, dan
kota tempat anggota DPRD tersebut terpilih.

DPRD " provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi.
DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang
dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit
35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) orang. Keanggotaan
DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Anggota
DPRD provinsi berdomisili di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Masa jabatan
anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota

DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.*

3 Jimly Asshiddigie, Opcit , him.154
40 pasal 318 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.
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b. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi sama dengan Dewan Perwakilan

Rakyat mempunyai wewenang dan tugasnya sendiri. Berdasarkan Ketentuan yang

terdapat dalam Pasal 317 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah provinsi mempunyai wewenang dan tugas:*!

a.
b.

membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
membahas dan memberikan persetujuan rancangan
peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja
daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi;

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur
dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri
Dalam  Negeri -~ untuk  mendapatkan  pengesahan
pengangkatan dan/atau pemberhentian;

memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan
jabatan wakil gubernur;

memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah
daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di
daerah;

memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama
internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
provinsi;

meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama
dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang
membebani masyarakat dan daerah;

mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4l pasal 317 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.
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c. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRD Provinsi mempunyai Hak yang diatur dalam Pasal 322 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD. Yaitu adalah :42

1. Hak interpelasi adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan
kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan
strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.

2. Hak angket adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan
terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta
berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang
diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan
pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa
yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau
sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Tiap Anggota DPRD Provinsi mempunyai Hak, yaitu :*
mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;
mengajukan pertanyaan;

menyampaikan usul dan pendapat;

memilih dan dipilih;

membela diri;

imunitas;

mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;

protokoler; dan
keuangan dan administratif.

ST e o0 o

42 pasal 322 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.
43 pasal 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.
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Anggota DPRD provinsi selain mempunyai Hak, juga mempunyai kewajiban yang
harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014. Anggota DPRD Provinsi berkewajiban:*

a.
b.

S@

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,
kelompok, dan golongan;

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

menaati tata tertib dan kode etik;

menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga
lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan
kerja secara berkala;

menampung dan  menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan
masyarakat; dan

memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada
konstituen di daerah pemilihannya.

4 pasal 324 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.
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Tinjauan Umum Tentang Partai Politik
1. Pengertian Partai Politik

Partai Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk menjembati
demokrasi dan pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat yang ingin
menyampaikan aspirasinya atau ingin terjun _kedunia perpolitikan dapat
menyalurkan keinginannya lewat partai politik. Dapat dikatakan bahwa partai
politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya memiliki ideologi
dan cita-cita yang sama. Dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut
kedudukan politik yang biasanya dengan cara konstitusionil agar dapat
menjalankan kebijakan yang mereka inginkan demi kepentingan partai masing —
masing.*®

Beberapa ahli berpendapat tentang definisi partai politik seperti Carl
J.Fridrich yang menyatakan: 46
“Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan
tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan ini, memberikan kepada anggota
partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta materiil.”
Para ahli lain seperti Sigmund Neumann menyatakan bahwa: *’
“Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk
menguasai  kekuasaan ‘pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui

persaingan dengan suatu golongan atau golongan — golongan lain yang mempunyai
pandangan berbeda.”

45 Miriam Budiarjo, Opcit, Dasar-Dasar llmu Politik, HIm.160
46 |bid, HIm 161.
47 Ibid, HIm 162.
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Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan definisi partai politik yaitu:

48

“Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa
dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.”

Berdasarkan dari definisi — definisi tersebut dapat diambil kesimpulan
bahwa partai politik sangat identik dengan kekuasaan. Dengan kata lain jika ingin
mendapatkan kekuasaan diperlukan sebuah partai politik untuk menjadi alat
mencapal - tujuan tersebut. Dan partai politik menjadi perantara yang
menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan
dengan mengaitkan masyarakat sebagai wadah pelaksanaan aksi politik. Indonesia
sebagai negara hukum memberikan kebebasan kepada setiap warga negaranya
untuk membentuk partai politik dengan aturan — aturan tertentu dan tidak boleh
bertentangan dengan Pancasila dan Undang — Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Partai Politik sendiri dapat diklasifikasikan dalam lima jenis berdasarkan
tingkat komitmen terhadap ideologi dan kepentingan:*°

1) Partai Proto, adalah tipe awal parpol sebelum mencapai tingkat

perkembangan seperti saat ini, muncul di eropa barat sekitar abad

pertengahan sampai akhi abad 19. Memiliki ciri membedakan

48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
49 Abdul Mukhthie Fadjar, Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia,
Setara Press, Malang , 2012, HIm.15-16



2)

3)

4)
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kelompok anggota dan non anggota, masih belum nampak sebagai
parpol modern ,dan hanya di bentuk berdasarkan pengelompokan
ideologi di masyarakatnya.

Partai Kader, adalah perkembangan kelanjutan dari Partai Proto
,hadir sebelum hak pilih berlaku meluas untuk rakyat dimana pada
masa itu hanya masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki
Hak pilih, keanggotannya juga terbatas, tingkat organisasi dan
ideologi masih rendah, Ideologi yang dianut konservatisme ekstrim
atau reformisme moderat, di Indonesia contohnya adalah PSI (1950
— 1960an)

Partai Massa, hadir setelah berlaku perluasan Hak pilih oleh rakyat,
berbeda dengan Partai Proto dan Partai Kader yang munculdalam
lingkup parlemen dan memiliki basis pendukung kelas menengah ke
atas dengan tingkat organisasi dan ideologi rendah, Partai Massa
yang hadir diluar parlemen memiliki basis masa yang luas |,
mencakup buruh, petani,kelompok agama, dll.Tujuan utamanya
bukan semata-mata untuk memperolen kemenangan dalam
pemilihan umum , tetapi sekaligus memberi pendidikan politik bagi
rakyat/anggotanya. Di Indonesia seperti di era tahun 1950-1960an
memiliki PNI, Masyumi, dan PKI1,dll.

Partai Diktatorial, hampir sama dengan Partai Massa tetapi memiliki
ideologi yang lebih kaku dan radikal, pengawasan terhadap anggota

dan rekrutmen sangat ketat dan selektif, karena dituntut kesetiaan



5)
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dan komitmen terhadap ideologi partai, Contohnya PKI di
Indonesia.

Partai Catch-all, adalah gabungan dari Partai Massa dan Partai
Kader, istilah “catch-all” pertama kali dipopulerkan oleh Otto
Kirchheimer , istilah tersebut maksudnya adalah menampung
kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan
anggotanya. Tujuan partai ini adalah memenangkan pemilu dengan
menawarkan programbagi anggotanya, aktivitas partai ini erat
dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan, di Indonesia

di contohkan dengan Partai Golkar di era tahun 1971-1998.

Partai Politik secara garis besar memiliki 4 fungsi yaitu:>°

D

2)

3)

Sarana komunikasi politik, yang mana partai politik ini bertugas
menyampaikan aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran
pendapat yang terjadi di masyarakat.

Sarana sosialisasi politik, dimana partai politik harus menunjukan
perannya sebagai pejuang kepentingan umum, yang dibangun
melalui orientasi pemikiran anggotannya untuk sadar akan
tanggungjawab sebagai pejuang kepentingan umum.

Sarana rekruitment politik, dalam fungsi ini partai politik harus

melakukan kaderisasi atau mencari dan mengajak individu —

156

%0 Fajlurrahman Jurdi , Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana, Jakarta, HIm. 155-
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individu yang dinilai berbakat untuk masuk dan aktif berpolitik
dalam partai tersebut.

4) Sarana megelola konflik, yaitu fungsi yang mengharuskan partai
politik mengelola konflik yang ada di masyarakat sebagai suatu
akibat adanya dinamika demokrasi.

2. Sejarah Partai Politik di Indonesia
Partai Politik berkembang di Indonesia dimulai sejak masa Orde Lama yang

terbagi menjadi dua periode, yaitu era Demokrasi Liberal Parlementer (1945 —
1959) yang merupakan era kebebasan parpol dan Demokrasi Terpimpin (1959 —
1966) dan dilanjutkan pada masa Orde Baru hingga Masa Reformasi.
a.  Masa Demokrasi Liberal Orde Lama

Di masa Demokrasi Liberal Indonesia memiliki banyak partai politik, disebut
liberal karena pada masa itu kehidupan politik sangat bebas, pada tanggal 3
November 1945 hadir Maklumat Pemerintah karena desakan dari Badan Pekerja
Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) yang isinya bertujuan untuk
mendirikan. sebanyak-banyaknya parpol. Setelah hadirnya maklumat tersebut
lahirlah parpol-parpol seperti Masyum, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PSI, PRS, PKRI,
Permai, PNI. Parpol — parpol yang lahir ini berjasa dalam mengorganisasikan rakyat
untuk mempertahankan kemerdekaan.>
b.  Masa Demokrasi Terpimpin Orde Lama

Masa Demokrasi terpimpin adalah masa setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959

hingga 11 Maret 1966 yaitu masa keluarnya surat perintah sebelas maret

5! 1bid, HIm. 24



44

(supersemar) dimana terjadi penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada
Jenderal Soeharto yang penuh kontroversi dan Misteri.

Pada masa ini dikeluarkan peraturan presiden No0.13 Tahun 1960 tentang
pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai politik yang kemudian diubah
dengan Perpres No 25 Tahun 1960 dimana isi dari peraturan presiden ini mengatur
dan membatasi eksistensi partai di Indonesia.®® Masa ini_sangat mempengaruhi
konflik ideologi dan eksistensi antar partai bahkan puncaknya pada akhir periode
Demokrasi Terpimpin terjadi peristiwa G30S/PKI pada 30 September 1965
c.  Masa Orde Baru

Masa ini dimulai sejak pelimpahan kekuasaan oleh Soekarno kepada Soeharto
melalui Surat Perintah 11 Maret hingga masa soeharto mengundurkan diri dan
diganti oleh wakilnya B.J.Habibie. Pada masa ini diawali dengan pembubaran
Partai Komunis Indonesia 12 Maret 1966 dan kemudian Partindo pada 1967 karena
kedua partai ini dianggap terlibat peristiwa G30S/PKI tahun 1965.

Setelah pemilu tahun 1971, pemerintahan orde baru memaksa partai politik
yang masih ada untuk melakukan fusi atau bergabung dikukuhkan dengan UU
Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik, sehingga pada era Orde Baru jumlah
partai politik hanya tiga saja,yaitu :>

5) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan
gabungan atau fusi dari Partai NU, Parmusi,PSII, dan

Perti yang merupakan Partai — Partai Islam.

52 |bid, HIm. 26
%3 1bid, HIm. 34-35.
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6) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan
gabungan atau fusi dari Partao nasionalis dan Non-
Islam, seperti PNI,Parkindo, Partai Katholik,
IPKI,dan Partai Murba.

7) Golongan Karya (Golkar) yang menyatakan diri

sebagai golongan politik sendiri di luar partai.
Runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada Mei 1998 mengakibatkan runtuh pula
sistem politik tiga partai dan muncul perlawanan dari partai diluar sistem Orde Baru
seperti Partai Demokrasi  Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin Megawati
Soekarnoputri yang merupakan pecahan dari PDI akibat kekacauan kongres PDI
Surabaya dan Medan. Serta partai PUDI dan PRD yang pada masa Orde Baru tidak
diakui, justru pada Pemilu 1999 menjadi peserta pemilu setelah menyesuaikan diri
dengan Undangu-Undang Nomor 2 Tahun 1999, Bahkan PDIP menjadi pemenang

Pemilu 1999 setelah memperoleh 154 Kursi dari total 500 Kursi DPR R1.>*

d.  Masa Reformasi

Sejak berakhirnya era Orde Baru Indonesia memasuki masa Reformasi dengan
hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik terjadi
perubahan dari sistem multipartai terbatas menjadi sistem multipartai tidak terbatas,

sehingga jumlah partai politik yang hanya tiga saja menjadi tidak terbatas

% 1bid, HIm.39.
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jumlahnya. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 di bagian Penjelasan
Umum menyatakan:

“Dengan demikian,pada hakikatnya negara tidak membatasi jumlah partai
politik yang dibentuk oleh rakyat”

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 menghadirkan hingga 141 Partai
politik di Indonesia , dimana 48 parpol diperbolehkan ikut pemilu dan 93 parpol
tidak lolos verivikasi untuk dapat mengikuti pemilu.>® Perkembangan Partai Politik
di Indonesia terus terjadi hingga lahir Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang
mengatur tentang syarat-syarat pembentukan, laranga, pembubaran, dan
penggabungan , pengawasan , dan sanksi terhadap partai politik. Hadirnya Undang-
Undang ini untuk mengatasi permasalahan ketidak kompetenan partai-partai yang

ada.%®

3. Regulasi Pendirian Partai Politik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik mengatur
regulasi pendirian partai politik di indonesia. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa:®’

(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga
puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua
puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.

a. Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang
pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik
dengan akta notaris.

b. Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang
merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.

(2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan
perempuan.

%5 1bid, HIm. 42
% 1bid, HIm. 44
57 pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
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(3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat
AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.

(4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:

asas dan ciri Partai Politik;

visi dan misi Partai Politik;

nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;

tujuan dan fungsi Partai Politik;

organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan

keputusan;

kepengurusan Partai Politik;

mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik

dan jabatan politik;

h. sistem kaderisasi;

i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;

j. peraturan dan keputusan Partai Politik;

k. pendidikan politik;

l.

m.

®o0 o

«Q —h

keuangan Partai Politik; dan
mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai
Politik.
(5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga
puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 3 menyatakan sebagai
berikut:>®

(1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi
badan hukum.

(2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Partai Politik harus mempunyai:

a. akta notaris pendirian Partai Politik;

b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak
mempunyai persamaan - pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda
gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai
Politik lain sesuai dengan peraturan
perundangundangan;

c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit
75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah
kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan
paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari
jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang
bersangkutan;

%8 pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
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d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan
umum; dan

e. rekening atas nama Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 4 menyatakan sebagai berikut:

59

1) Kementerian menerima  pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau
verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan Pasal 3 ayat (2).

2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan
secara lengkap.

3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan
Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian
dan/atau verifikasi.

4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

% Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
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Tinjauan Umum Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW)
1. Pengertian Pergantian Antar Waktu (PAW)

Pergantian Antar Waktu adalah proses penggantian Anggota DPR yang
berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon Pengganti Antar Waktu yang
diambil dari DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPR dari partai politik dan pada
daerah pemilihan yang sama.

Pada umumnya Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR disebut juga
dengan recall. Kata recall dalam bahasa Inggris memiliki berbagai pengertian.
Peter Salim berpendapat kata recall dapat diartikan dengan mengingat, memanggil
kembali, menarik kembali atau membatalkan. Pergantian Antar Waktu (PAW)
diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali seorang
anggota DPR oleh partai politik yang mengusungnya.®°

Pergantian antar waktu atas usulan partai politik populer diistilahkan
dengan recall. Kata recall dalam bahasa inggris mempunyai beberapa
pengertian.Di Indonesia recall berbeda dengan recall di Amerika Serikat. Amerika
serikat memiliki istilah recall Election yang digunakan untuk menyatakan hak
rakyat pemilih (konstituen) untuk melengserkan wakil rakyat sebelum masa
jabatannya berakhir.

Berdasarkan Pasal 355 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

8 BN.Marbun , Kamus Hukum Indonesia , Pustaka Sinar Harapan,Jakarta, 2006, him.417
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Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa
Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:®!

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan

Pemberhentian dan pengangkatan adalah dua istilah yang tidak dapat
dipisahkan dalam konteks Pergantian Antar Waktu pada pengisian jabatan anggota
legislatif (DPR/DPRD). Namun lazimnya hanya menyebutkan Pergantian Antar
Waktu (PAW) tanpa dikuti pemberhentian dan pengangkatan. Bahkan istilah
pergantian dan pemberhentian sering disamakan dalam menerjemahkan istilah
recall. Demikian pun dalam prosedur pergantian antar waktu, sudah pasti akan
diikuti dengan pemberhentian berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-
undang.

Moh. Mahfud MD, mengartikan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah hak
untuk mengganti anggota lembaga perwakilan rakyat dari kedudukannya sehingga
tidak lagi-memiliki status keanggotaan di lembaga tersebut.®? Pergantian Antar
Waktu (PAW) juga dapat diartikan hak suatu organisasi politik yang wakilnya
duduk di MPR, DPR dan DPRD untuk diganti di lembaga perwakilan sebelum yang

bersangkutan habis masa jabatannya.

61 Pasal 355 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD, &
DPRD.

2 Moh. Mahfud MD, Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi
Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia, FH UGM Press, Yogyakarta, 1993, HIm. 324.
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2. Sejarah Pergantian Antar Waktu (PAW)

Di Indonesia sejarah recall mulai populer dikenal pada masa pemilu orde
baru (1971-1997) yang menganut sistem proporsional murni, sedangkan dalam
pemilu 1999 yang juga menganut sistem proporsional murni tidak dikenal recall,
dan recall ternyata dihidupkan kembali dalam pemilu 2004 yang menganut sistem
pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka.

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1966 secara historis mengatur
Pergantian Antar Waktu (PAW) di Indonesia dimana pada masa orde baru
pemerintahan Soeharto.  Dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1966
mengandung unsur politis untuk menyingkirkan anggota-anggota Parlemen yang
masih setia kepada Soekarno. Secara filosofis, regulasi ini jelas menabrak Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkedudukkan sebagai nilai positif yang
tertinggi.

Setelah berakhirnya Masa Orde Baru dengan turunnya Soeharto kemudian
era Reformasi mulai mengambil langkah, Pergantian Antar Waktu (PAW) pada
Masa Orde Baru yang digunakan partai politik secara semena mena untuk
menyingkirkan lawan politik di partainya tidak lagi berlaku. Dan digantikan dengan
Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR dan DPRD.

Pengaturan tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) terus mengalami

perkembangan dan hadir dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
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Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pada Pasal 85 ayat (1) dinyatakan
anggota DPR berhenti antar waktu karena:®

a) Meninggal dunia;

b) Mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara
tertulis; dan

c) Diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

Tahun 2009 Pengaturan tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) kembali
muncul dalam Pasal 213 ayat (1) Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang
menyatakan bahwa anggota DPR berhenti antar waktu karena:%4

a) meninggal dunia;
b) mengundurkan diri; atau
c) diberhentikan.

Kemudian pada ayat (2) ditegaskan Anggota DPR diberhentikan Antar Waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, apabila:®®

a) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan
apa pun;

b) melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;

c) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

d) tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang
menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut
tanpa alasan yang sah;

e) diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

f) tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum
anggota DPR, DPD, dan DPRD;

8 pasal 85 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR dan DPRD.

6 Pasal 213 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD, &
DPRD.

8 pasal 213 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD, &
DPRD.
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g) Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

ini.

h) diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; atau

1) menjadi anggota partai politik lain.

Undang — Undang tentang Pergantian Antar Waktu hanya mengalami sedikit
perkembangan, pengaturan tentang Pergantian Anta Waktu terdapat juga dalam
Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2009 , Undang — Undang Nomor 23 Tahun
2014, dan Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2014. Tidak terdapat perbedaan yang

signifikan dalam perkembangan pengaturan tentang Pergantian Antar Waktu.

3. Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi

Mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi diatur dalam
Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD,& DPRD. Dan
dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017.yang
menyatakan Pergantian Antar Waktu terbagi dalam dua tahap, pertama adalah tahap
pemberhentian dan kedua adalah tahap Penggantiannya, dimulai dari mekanisme
Pemberhentian Antar Waktu DPRD Provinsi.

Dalam Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 355 Ayat (1)
dijelaskan bahwa Anggota DPRD provinsi berhenti antarwaktu karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.®

% Pasal 355 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD,&
DPRD
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Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, apabila:®’

a)

b)
c)

d)

9)
h)

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa
keterangan apa pun;

melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi;

dinyatakan bersalah berdasarkan - putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD
provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali
berturut-turut tanpa alasan yang sah;

diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuali
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan
umum;

melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini;

diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau

menjadi anggota partai politik lain.

Mekanisme Pemberhentian dalam Pergantian antar waktu diatur dalam

Pasal 356 Undang —Undang Nomor 17 Tahun 2014. Pemberhentian anggota DPRD

provinsi ‘awalmulanya harus diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada

pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 356 menyatakan sebagai berikut:®®

1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
355 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h,
dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD
provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul
pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui
gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

DPRD

57 Pasal 355 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD,&

% Pasal 356 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD,& DPRD
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3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri
Dalam Negeri.

4) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usulan
pemberhentian anggota DPRD provinsi dari gubernur.

Dengan begitu untuk menjalankan mekanisme pergantian antar waktu harus
dilakukan tahapan pemberhentian terlebih dahulu dengan cara Pimpinan DPRD
provinsi ‘menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian
pemberhentian dengan masa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul
pemberhentian, hal ini di jelaskan dalam Pasal 356 Ayat (2) Undang — Undang
Nomor 17 Tahun 2014.,%°

Selanjutnya Gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam
Negeri Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari
pimpinan'DPRD. 7°

Kemudian Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian Anggota
DPRD Provinsi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan
pemberhentian anggota DPRD provinsi dari Gubernur Provinsi terkait.”

Pasal 357 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyebutkkan

Pemberhentian anggota DPRD provinsi dilakukan setelah adanya hasil

penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan

8 Pasal 356 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD &
DPRD

70 Pasal 356 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD &
DPRD

"L Pasal 356 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD &
DPRD
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DPRD provinsi atas pengaduan dari pimpinan DPRD provinsi, masyarakat,
dan/atau pemilih. Keputusan badan kehormatan DPRD provinsi mengenai
pemberhentian anggota DPRD provinsi dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD
provinsi kepada rapat paripurna. Kemudian pimpinan DPRD provinsi
menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD provinsi kepada pimpinan
partai politik yang bersangkutan. "

Pasal 359 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR,
DPD & DPRD menyatakan , Anggota DPRD provinsi yang berhenti antar waktu
digantikan oleh calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak
urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang
sama pada daerah pemilihan yang sama.”® Jika calon anggota DPRD provinsi yang
memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya mengundurkan diri, meninggal
dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi, maka
anggota DPRD provinsi digantikan oleh calon anggota DPRD provinsi yang
memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada
daerah pemilihan yang sama.”® Dan perlu diketahui Masa jabatan anggota DPRD
provinsi pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD

provinsi yang digantikannya.’

2 pasal 357 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD &
DPRD73 Pasal 359 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD &
DPRD” Pasal 359 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD &
Z:Z” Pasal 359 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD &
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Bersamaan dengan tahapan pemberhentian maka dilakukan juga tahap
pengangkatan, tahap pengangkatan Pergantian Antar Waktu diatur dalam Pasal 360
Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagai berikut:

(1) Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD
provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon
pengganti antarwaktu kepada KPU provinsi.

(2) KPU provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat
(1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD provinsi paling lambat 5
(lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD provinsi.

(3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti
antarwaktu dari KPU provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD
provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu
kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.

(4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD
provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur menyampaikan
nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon
pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri.

(5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota
DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti
antarwaktu dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian  dan
pengangkatannya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

(6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD provinsi pengganti
antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan
sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD
provinsi, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur
dalam Pasal 319 dan Pasal 320.

(7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi tidak dilaksanakan
apabila sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikan
kurang dari 6 (enam) bulan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 360 diatas
mengenai mekanisme pengangkatan, Pimpinan DPRD provinsi harus
menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu yang
telah diputuskan dalam rapat paripurna Badan Kehormatan DPRD Provinsi dan

meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU provinsi.
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KPU provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada
pimpinan DPRD provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat
pimpinan DPRD provinsi. '

Kemudian Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD
provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu yang ditetapkan
KPU Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 7
(tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Provinsi.”’

Gubernur menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan
dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri Paling lambat
7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan
dan nama calon pengganti antarwaktu dari Pimpinan DPRD."® selanjutnya Menteri
Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD
dengan membuat keputusan Menteri Dalam Negeri Paling lambat 14 (empat belas)
hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama
calon pengganti antarwaktu dari Gubernur Provinsi terkait.”

Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD provinsi pengganti
antarwaktu harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya

dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi dan perlu diketahui bahwa Pergantian Antar

76 Pasal 360 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD &
DPRD77 Pasal 360 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD &
DPRD78 Pasal 360 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD &
DPRD79 Pasal 360 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD &
DPRD
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Waktu anggota DPRD provinsi tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan
anggota DPRD provinsi yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Dengan demikian penggantian antar waktu adalah pengisian jabatan
legislatif (DPR/DPRD) yang diusulkan oleh partai politik atau badan kehormatan
DPRD tanpa melalui mekanisme pemilihan umum, tetapi dengan melibatkan KPU
sebagai tim yang memverifikasi kelengkapan administrasi tentang kelayakan dan
kepatutan seseorang untuk mengisi jabatan yang kosong oleh pejabat legislatif
sebelumnya. Maka pejabat baru tersebut berwenang untuk melaksanakan ketentuan

undang-undang sebagaimana yang ditetapkan.
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PERGANTIAN KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

Kepemimpinan dalam bahasa inggris disebut Leadership, menurut pandangan
Islam pemimpin adalah Khalifah yang pada dasarnya memiliki arti pengganti atau
wakil. Penggunaan kata Khalifah digunakan setelah wafatnya Rasullulah SAW,
terutama bagi keempat orang Khalifahur Rasyidin. Allah SWT berfirman dalam
Quran surat Al-Bagarah ayat 30:%°

“Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”

Firman Allah itu jelas tidak hanya menunjuk pada para khalifah pengganti

Rasullulah SAW saja, firman tersebut juga berlaku bagi seluruh manusia. Dalam
usaha membangun negara , haruslah dibentuk sebuah organisasi atau wadah tempat
sejumlah orang berkumpul/berhimpun dan bekerja. Di dalam wadah itu diatur
pembagian tugas untuk mencapai tujuan bersama. Sehubung dengan itu Allah SWT
berfirman dalam Quran Surat Al-Maaidah ayat 2:

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan tagwa,
janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan
bertagwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya. ”

Demikianlah seharusnya yang dilaksanakan oleh para pemimpin muslim,
baik yang memimpin di bidang keagamaan maupun di bidang pemerintahan.
Kepemimpinan yang dilaksanakan di suatu organisasi harus menjunjung tinggi
kebajikan dan ketagwaan !

Sejarah peradaban Islam mengisahkan , selepas wafatnya Rasulullah SAW.

Beliau tidak meninggalkan sabda mengenai tata cara pergantian kepemimpinan

8 H.Hadari Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam, Gadjah Mada University
Press,Yogyakarta, 2001, HIm. 16
8 |bid, HIm. 31
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dalam Islam. Karena itu, setelah wafatnya beliau diadakanlah pertemuan pada hari
sagifah dimana dalam pertemuan itu diputuskan bahwa pemilihan seorang khalifah
hanya terlaksana melalui prosedur pemilihan yang dilakukan umat.®2

Tidak terdapat silang pendapat antara berbagai riwayat bahwa pertemuan
itu memutuskan Abu Bakar ash-Shiddig RA sebagai Khalifah pertama dalam Islam.
Ketika itu para sahabat dan umat sepakat untuk membaiat beliau sebagai pemimpin
pertama umat Islam sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW.8

Setelah pembaiatan tersebut, Abu Bakar naik ke atas mimbar. Beliau
menyampaikan Khotbah pertamanya yang menerangkan sistem pemerintahan
Islam dan Abu Bakar berkata : ( Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam ath-
Thabari.)
“ Amma ba’du, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah dijadikan wali
(pemimpin) untuk kamu sekalian, padahal aku bukanlah yang terbaik diantara
kalian. Jika aku melakukan kebaikan, bantulah aku, dan ketika aku melakukan
kejelekan luruskanlah aku. Kejujuran merupakan perwujudan amanat, sedangkan
kebohongan berarti pengkhianatan. Si lemah diantara kalian dalam anggapanku
adalah si kuat hingga aku mampu memberikan haknya dengan izin Allah dan si kuat
di antara kalian adalah si lemah bagiku hingga aku mampu merampas hak orang
lain darinya dengan izin Allah. Tidak seorangpun diantara kalian yang
meninggalkan jihad kecuali Allah timpakan kepada mereka kehinaan, dan tidaklah
merajalela perbuatan keji pada suatu kaum kecuali Allah sebarluaskan dalam
kalangan kaum itu berbagai musibah. Taatilah aku selama aku menaati Allah dan
Rasul-Nya,dan ketika aku berbuat maksiat kepada Allah dan Rasun-Nya , maka
kalian tidak harus lagi taat kepadaku.”*

Abu Bakar diprioritaskan menjadi pemimpin dibandingkan yang lain

disamping keutaman dan reputasinya, beliau adalah orang pertama dari kaum laki-

laki dewasa yang masuk Islam. Dan beliau berhasil mengislamkan kalangan

82 M.Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, HIm.128
8 1pid,HIm. 129
84 1pbid, HIm. 129-130



62

sahabat yang lain. Abu Bakar merupakan teman Rasullulah dalam berhijrah, seperti
yang disebutkan dalam Quran surat At — Taubah ayat 40 :°

“ Sedang dia salah seorang dari dua yang ketika keduanya di dalam gua,
di waktu dia berkata kepada temannya: janganlah kamu berduka cita,
sesungguhnya Allah bersama kita.”

Ketika Abu Bakar wafat, kekhalifahan Islam dilanjutkan oleh Umar bin
Khattab RA. Pengangkatan Umar sendiri tidak melalui pemilihan oleh umat,
melainkan berdasarkan surat wasiat yang ditinggalkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar
menjadi pemimpin pertama yang membuat surat wasiat terkait pergantian
kepemimpinan dalam sejarah dunia islam.

Abu Bakar secara jelas menyatakan dalam wasiatnya bahwa ia menunjuk
Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Wasiat tersebut ditulis ketika Abu Bakar
merasakan bahwa ajalnya telah dekan, disaat umat Islam berperang melawan kaum
Persia dan Romawi, oleh karena itu beliau memanggil Utsman bin Affan dan
mendiktekan wasiatnya. Ungkap Profesor Masud-Ul-Hasan dalam buku Hadrat
Abu Bakr, Umar, Usman, Ali (RA).%

Umar yang dipilih sebagai pengganti Abu Bakar mendapat dukungan penuh
dari kaum Muslimin saat itu. Di samping memiliki integritas tinggi, Umar juga
dikenal setia membela Islam sejak Rasulullah SAW masih hidup.

Masa pemerintahan Umar selama 10 tahun (dari 13-23 H/634-644 Masehi).

Masa jabatannya berakhir dengan kematian di tangan pembunuh bernama Abu

8 Ibid, HIm 131.
% 1bid, HIm. 133
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Lu'lu‘ah, seorang majusi asal Persia. Untuk menentukan penggantinya, sebelum
meninggal Umar tidak mewasiatkan satu nama seperti yang dilakukan Abu Bakar.

Beliau menunjuk enam orang sahabat. Keenam sahabat tersebut adalah
Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam,
Sa'ad bin Abi Waqgqgash, dan Abdurrahman bin 'Auf. dan meminta kepada mereka
untuk memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi khalifah.®’

Setelah Umar wafat, mereka bermusyawarah dan akhirnya sepakat untuk
menunjuk Utsman sebagai khalifah yang baru. Masa kepemimpinan Utsman
berlangsung selama 12 tahun dengan memperkuat daerah-daerah yang telah
ditaklukan dan terus memperluasnya. Namun Masa pemerintahan Utsman berakhir
tragis. Utsman tewas di tangan kelompok pemberontak yang sudah terhasut fitnah
yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba.®®

Sepeninggalnya Utsman, tampuk kekhalifahan Islam diteruskan oleh Ali
bin Abi Thalib. Pengangkatan Ali sendiri tidak melalui wasiat dari pendahulunya,
melainkan baiat yang dilakukan oleh mayoritas rakyat dari kalangan Muhajirin dan
Anshar yaitu masyarakat Hijaz dan Irak.%°

Begitulah sejarah pergantian kepemimpinan dalam sudut pandang Islam,
pergantian kepemimpinan atau sebagai khalifah telah dilakukan sejak zaman

Sahabat Rasullulah SAW.

8 1bid, HIm. 135
8 1bid, HIm. 135
8 1bid, HIm. 136
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BAB I
ANALISIS PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DARI PARTAI
GERINDRA PERIODE 2014 — 2019
A. Problematika Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sesuai Dengan Peraturan

Perundang-Undangan

Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah sebuah mekanisme yang bisa di
artikan sebagai pemecatan, pelengseran, pemberhentian, dan penggantian anggota
dewan. Pada umumnya Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR disebut juga
dengan recall. Kata recall dalam bahasa Inggris memiliki berbagai pengertian.
Peter Salim berpendapat kata recall dapat diartikan dengan mengingat, memanggil
kembali, menarik kembali atau membatalkan. Pergantian Antar Waktu (PAW)
diartikan "sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali seorang
anggota DPR oleh partai politik yang mengusungnya.*

Moh. Mahfud MD, mengartikan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah hak
untuk mengganti anggota lembaga perwakilan rakyat dari kedudukannya sehingga
tidak lagi memiliki status keanggotaan di lembaga tersebut.®* Pergantian Antar
Waktu (PAW) juga dapat diartikan hak suatu organisasi politik yang wakilnya
duduk di MPR, DPR dan DPRD untuk diganti di lembaga perwakilan sebelum yang

bersangkutan habis masa jabatannya.

% BN.Marbun , Kamus Hukum Indonesia , Op.cit, him.417
% Moh. Mahfud MD, Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi
Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia, Opcit, HIm. 324.
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Berdasarkan Pasal 355 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa

Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena: %2

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan

Pada ayat (2) di jelaskan Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, apabila: %

a.

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan
tetap sebagal anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-
turut tanpa keterangan apa pun;

melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi;
dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD
provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali
berturut-turut tanpa alasan yang sah;

diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan
umum;

melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini;

diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau

menjadi anggota partai politik lain.

9 Pasal 355 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD &

DPRD.

% Pasal 355 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD &

DPRD.
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Pada Pasal 355 Ayat (2) huruf i dapat kita pahami bahwa menjadi anggota
partai politik lain dapat menyebabkan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah diberhentikan antarwaktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam kasus yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dimana seorang anggota
DPRD aktif Zain Alkim berasal dari Fraksi Partai Gerindra terbukti melanggar kode
etik partai dengan mengikuti acara rapimnas Partai Perindo di Jakarta dan
menggunakan atribut Partai Perindo.**

Menyelaraskan dengan aturan undang-undang perbuatan Zain Alkim jelas
dapat dijadikan alasan beliau diberhentikan sebagai anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, namun berdasarkan informasi yang
penulis dapat dari wawancara dengan Bapak H.M.Rumsyah Bagan, Partai Gerindra
sebagali partai yang menjunjung tinggi demokrasi tetap mempertimbangkan untuk
menjaga harkat dan martabat serta nama baik bapak Zain Alkim karena beliau
merupakan salah satu tokoh masyarakat yang dihormati di Kalimantan Tengah dan
hubungan beliau dengan partai cukup baik. Mengingat hal itu partaipun melakukan
rekonsiliasi dengan beliau mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) yang sudah
diputuskan partai, beliaupun diperintahkan untuk mengundurkan diri dan bukan
diberhentikan. Hal ini dilakukan untuk menjaga nama baik beliau sebagai tokoh
masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.®®

Rekonsiliasi tersebut dilakukan cukup lama sejak pertengahan bulan april

hingga masa pengusulan sejak 25 Juli 2018 sesuai dengan surat Dewan Pimpinan

% https://www.borneonews.co.id/berita/91477-gerindra-kalteng-ulah-zain-alkim-sepintas-
sudah-pelanggaran diunduh pada Tanggal 15 November 2018 Pukul 18.48.

% Wawancara dengan H.M.Rumsyah Bagan, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
Melalui telepon 5 Juli 2019
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Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Kalimantan Tengah
yang ditujukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Rekonsiliasi ini menjadi salah satu faktor penghambat yang menyebabkan lamanya
proses Pergantian Antar Waktu, partai gerindra mengambil langkah yang sangat
berhati-hati - karena menjaga nama baik bapak Zain Alkim dan beliaupun
menyatakan akan maju dalam pemilu legislatif tahun 2019 melalui partai lain.

Berdasarkan salinan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220
Tahun 2018 bagian menimbang huruf a , menyatakan bahwa saudara Drs. Zain
Alkim telah mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini membuktikan bahwa Zain Alkim
mengundurkan diri dan bukan diberhentikan dimana jelas kita melihat bahwa aturan
perundang-undangan tetap harus dijalankan dengan  fleksibel  dan
mempertimbangkan norma-norma sosial masyarakat yang berlaku.

Demikianlah dapat dipahami bahwa hanya untuk melakukan rekonsiliasi
dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan pelanggaran
kode etik partai dan aturan undang-undang pun cukup lama bahkan memakan waktu
tiga bulan lamanya sejak pertengahan april hingga 25 Juli 2018, dan bahkan
berdasarkan salinan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun
2018 bagian menimbang huruf b , pengusulan H.M. Rumsyah Bagan sebagai
pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah baru terealisasikan pada tanggal 6 Agustus 2018 memakan

waktu hingga empat bulan lamanya, hal ini menjadikan kerugian bagi
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H.M.Rumsyah Bagan dan Partai Gerindra karena keterlambatan pengangkatannya
sebagai pengganti antar waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 359 menyatakan :%

(1) Anggota DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 356 ayat (1) dan Pasal 357 ayat (1) digantikan
oleh calon anggota DPRD . provinsi yang memperoleh suara
terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara
dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(2) Dalam hal calon anggota DPRD provinsi yang-memperoleh suara
terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi
syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi, anggota DPRD
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon
anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang
sama.

(3) Masa jabatan anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu
melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang
digantikannya.

Sesuai dengan Pasal 359 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang berhenti antarwaktu,
digantikan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang
memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan
suara dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama.
Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun
2018 bagian memperhatikan nomor 3 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 111/PY.04-BA/03/PROV/V111/2018 tentang

pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antar waktu anggota Dewan

% Pasal 359 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.
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Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, dan menyatakan H.M.Rumsyah
Bagan, S.Hut.,M.M.A. dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar
waktu.

Berdasarkan Pasal 359 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Masa jabatan anggota DPRD provinsi yang akan menjadi pengganti antarwaktu
melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang akan digantikannya.

Harus dipahami sebelumnya bahwa mekanisme pemberhentian dan
pengangkatan Anggota DPRD Provinsi dilakukan Menteri Dalam Negeri dengan
waktu yang bersamaan. Pemberhentian dan pengangkatan adalah dua istilah yang
tidak dapat dipisahkan dalam konteks Penggantian Antar Waktu pada pengisian
jabatan anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Namun lazimnya hanya menyebutkan pergantian antar waktu
(PAW) tanpa dikuti pemberhentian dan pengangkatan. Bahkan istilah pergantian
dan pemberhentian sering disamakan dalam menerjemahkan istilah recall.
Demikianpun dalam prosedur pergantian antar waktu, sudah pasti akan diikuti
dengan pemberhentian berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 356 menjelaskan
tentang aturan berhenti antarwaktu:®’

(1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 355 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf
¢, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik
kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri
Dalam Negeri.

(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsi
menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada

9 Pasal 356 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.
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Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh
peresmian pemberhentian.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menyampaikan usul
tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.

(4) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak
diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD provinsi dari
gubernur.

Berdasarkan Pasal 356 Ayat 1 dinyatakan pemberhentian angota Dewan
Perwakilan Rakyat Provinsi dilakukan dengan diusulkan oleh pimpinan partai
politik kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan
tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam Kasus pergantian antar waktu di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini diketahui
berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun
2018 bagian menimbang huruf b , pengusulan H.M. Rumsyah Bagan sebagai

pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah tertanggal 6 Agustus 2018. Hal ini menjadi titik tahap awal

proses mekanisme pergantian antar waktu dimulai.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 356 ayat 2 menyatakan
bahwa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari
pimpinan partai politik kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi , pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus menyampaikan usulan
pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi kepada Menteri
Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Dalam kasus pergantian antar waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,

berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun
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2018 bagian memperhatikan nomor 2 disebutkan bahwa Surat Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Surat
162/1334/DPRD/2018 perihal Pengganti Antar Waktu diajukan tanggal 13 Agustus
2018 , jika dihitung sejak tanggal 6 Agustus 2018 terhitung selama 7 (tujuh) hari,
dengan demikian tidak ada pertentangan atau sesuai dengan aturan perundang-
undangan yang berlaku.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 356 ayat 2
menyatakan bahwa paling lama 7 (tujuh) hari sejak gubernur menerima usul
pemberhentian dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, gubernur
harus menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. Mengkaitkan
dengan kasus pergantian antar waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,
berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun
2018 bagian memperhatikan nomor 1 disebutkan bahwa Surat Gubernur
Kalimantan Tengah dengan Nomor 100/236/I1.1/PEM perihal usul peresmian
pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sisa masa jabatan Tahun
2014-2019 a.n H.M. Rumsyah Bagan, S.Hut, M.M.A dari Partai Gerakan

Indonesia Raya tertanggal 17 September 2018.

Sejak tanggal 13 Agustus 2018 hingga 17 September 2018 terhitung selama
35 (tiga puluh lima) hari lamanya gubernur menyampaikan surat usulan
pemberhentian dan pengangkatan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. Hal ini
bertentangan dengan aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 356 Ayat

3 yang menyatakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak gubernur menerima usul
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pemberhentia dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, gubernur
harus menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. Keterlambatan
hingga 35 (tiga puluh lima) hari ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya
keterlambatan pergantian antar waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
Dengan begitu sekaligus-membuktikan bahwa eksekutif turut berperan dalam
proses ‘mekanisme pergantian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah.Pada proses mekanisme penggantian antar waktu
diatur dalam Pasal 360 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan :%

(1) Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD
provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon
pengganti antarwaktu kepada KPU provinsi.

(2) KPU provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat
(1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD provinsi paling lambat 5
(lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD provinsi.

(3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti
antarwaktu dari KPU provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD
provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu
kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.

(4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD
provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur menyampaikan
nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon
pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri.

(5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota
DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti
antarwaktu dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian  dan
pengangkatannya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

(6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD provinsi pengganti
antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan
sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD
provinsi, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur
dalam Pasal 319 dan Pasal 320.

% Pasal 360 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.
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(7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi tidak dilaksanakan
apabila sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikan
kurang dari 6 (enam) bulan.

Berdasarkan Pasal 360 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
dinyatakan bahwa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan
meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU provinsi. Dalam Kasus
pergantian antar waktu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah ini diketahui berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
161.62-8220 Tahun 2018 bagian menimbang huruf b , pengusulan H.M. Rumsyah

Bagan sebagai pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 6 Agustus 2018. Hal ini menjadi titik tahap

awal proses mekanisme pergantian antar waktu dimulai.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 360 Ayat 2 menyatakan
bahwa KPU provinsi harus menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu
kepada pimpinan DPRD provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya
surat pimpinan DPRD provinsi.Dalam kasus pergantian antar waktu di DPRD
Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 bagian memperhatikan nomor 3
disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 111/PY.04-BA/03/PROV/VI11/2018 diterbitkan pada tanggal 8 Agustus

2018 , jika dihitung sejak tanggal 6 Agustus 2018 terhitung selama 2 (dua) hari,
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dengan demikian tidak ada pertentangan atau sesuai dengan aturan perundang-
undangan yang berlaku.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 360 ayat 3
menyatakan bahwa paling lama 7 (tujuh) hari sejak pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU provinsi.
Pimpinan DPRD provinsi harus menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang
diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri
melalui gubernur.

Mengkaitkan dengan kasus pergantian antar waktu di DPRD Provinsi
Kalimantan Tengah, berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
161.62-8220 Tahun 2018 bagian memperhatikan nomor 2 disebutkan bahwa Surat
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan
Nomor Surat 162/1334/DPRD/2018 perihal Pengganti Antar Waktu diterbitkan

tanggal 13 Agustus 2018. jika dihitung sejak tanggal 8 Agustus 2018 terhitung

selama 5 (lima) hari, dengan demikian tidak ada pertentangan atau sesuai dengan
aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 360 ayat 4
menyatakan bahwa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak gubernur menerima nama
anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu,
gubernur harus menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan
dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan
salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 bagian

memperhatikan nomor 1 disebutkan bahwa Surat Gubernur Kalimantan Tengah
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dengan Nomor 100/236/11.1/PEM perihal usul peresmian pemberhentian dan
pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sisa masa jabatan Tahun 2014-2019 a.n H.M.
Rumsyah Bagan, S.Hut., M.M.A dari Partai Gerakan Indonesia Raya tertanggal 17

September 2018.

Terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2018 hingga 17 September 2018
membutuhkan waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari Jlamanya gubernur
menyampaikan surat usulan pemberhentian dan pengangkatan tersebut kepada
Menteri Dalam Negeri. Hal ini bertentangan dengan aturan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 Pasal 360 Ayat 4 yang menyatakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak
gubernur menerima usul pemberhentian dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, gubernur harus menyampaikan usul tersebut kepada Menteri
Dalam Negeri. Keterlambatan hingga 35 (tiga puluh lima) hari ini menjadi salah
satu faktor penyebab terjadinya keterlambatan pergantian antar waktu di DPRD
Provinsi ‘Kalimantan Tengah. Dengan begitu sekaligus membuktikan bahwa
eksekutif turut berperan dalam proses mekanisme pergantian antar waktu Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 360 ayat 5 menyatakan
bahwa Menteri Dalam Negeri Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima
nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti
antarwaktu dari gubernur, harus meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya
dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan salinan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 memutuskan meresmikan
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pengangkatan H.M.Rumsyah Bagan sebagai pengganti antar waktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sisa masa jabatan

tahun 2014-2019, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2018 oleh Menteri

Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Terhitung sejak tanggal 17  September 2018 hingga 11 Oktober
membutuhkan waktu selama 31 (tiga puluh satu) hari lamanya meresmikan
pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun
2018 memutuskan bahwa keputusan Menteri berlaku pada tanggal pengucapan
sumpah/janji, berita dari media elektronik menyatakan bahwa H.M.Rumsyah

Bagan baru dilantik pada tanggal 22 November 2018 pada Rapat Paripurna

Istimewa pengangkatan dan pembacaan sumpah/janji Pergantian Antar Waktu
(PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari fraksi Partai Gerindra di
Palangkaraya, yang mana rapat paripurna dipimpin langsung oleh Reinhard Atu
Narang sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari fraksi Partai
PDIP.%® Menghitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri pada
tanggal 11 Oktober 2018 hingga H.M.Rumsyah Bagan dilantik pada tanggal 22
November 2018 membutuhkan waktu selama 42 (empat puluh dua) hari lamanya.

Meskipun salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220
Tahun 2018 memutuskan pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60

(enam puluh) hari sejak keputusan menteri ditetapkan, namun menjadi pertanyaan

9 https://kalteng.antaranews.com/berita/291264/rumsyah-bagan-jadi-anggota-dprd-kalteng-
gantikan-zain-alkim diunduh pada Tanggal 15 November 2018 pukul 19.00.
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bagaimana mungkin bisa terjadi keterlambatan untuk melantik pengganti antar
waktu Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini juga
menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan pergantian antar waktu
di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurut H.M.Rumsyah Bagan sendiri keterlambatan pengangkatan
pergantian antar waktu dirinya merupakan lika-liku perpolitikan di Provinsi
Kalimantan Tengah, bagi pemerintah hal ini bisa membantu menghemat anggaran
dan bagi legislatif tentu menjadi persaingan kekuatan politik antara koalisi dan
oposisi apalagi mendekati pemilu 2019 mendatang. Keterlambatannya juga terjadi
sebab menunggu antrian di Kementrian Dalam Negeri karena mekanisme
Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Provinsi seluruh Indonesia menunggu
keputusan Menteri Dalam Negeri.1%

Penghematan anggaran bagi pemerintah yang dikatakan Bapak
H.M.Rumsyah Bagan menurut penulis memang sangat menguntungkan pemerintah
khususnya -Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pembahasan mengenai
anggaran ini- memperluas pengetahuan dan sudut pandang bagi penulis mengenai
dinamika perpolilitikan di Pemerintahan Daerah dan Indonesia. Anggaran dan
Tunjangan yang besar penulis rasa menjadi salah satu faktor daya tarik untuk

bergabung menjadi wakil rakyat.

100 wawancara dengan H.M.Rumsyah Bagan, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
Melalui telepon 5 Juli 2019
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B. Urgensi Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dapil 1V Fraksi Partai Gerindra

Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi. Demokrasi berarti
pemerintahan rakyat tentunya didasari pada partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
Di negara demokrasi hak-hak individual rakyat sangat dihargai dan dijamin
kebebasannya. Termasuk dalam hal ini menggunakan hak politiknya secara aktif
maupun pasif dalam pemerintahan haruslah diatur dengan hukum. Sistem
ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 menganut prinsip teori
pembagian kekuasaan yang di populerkan Montesquieu dimana teori tersebut
membagi kekuasaan negara menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan
eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Tujuan dari pemisahan kekuasaan ini adalah
untuk menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat menjadikan kesewenang-
wenangan pada satu lembaga, dan tiga bidang kekuasaan tersebut dapat saling
mengawasi. Dalam melakukan pengawasan ini populer dengan istilah checks and
balances.

Pasca amandemen UUD 1945 Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut
prinsip. checks and balances di mana Presiden merupakan lembaga eksekutif,
kemudian Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif, dan Mahkamah
Agung beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif, diharapkan ketiga
lembaga dapat saling mengawasi dan terjadi keseimbangan kekuasaan antar
lembaga-lembaga tersebut.

Paul Ricoeur (1990) menjelaskan bahwa ada tiga tujuan dalam etika politik.

Pertama, terciptanya kehidupan bersama secara baik. Kedua, memperluas ruang
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lingkup kebebasan, dan ketiga membangun institusi — institusi yang adil.1%
Berdasarkan tujuan etika tersebut dalam pengambilan keputusan maupun
pembuatan kebijakan, partai politik dan wakil rakyat diharapkan melihat dan
mengedepankan kepentingan bersama. Tidak cenderung mementingkan
kepentingan kelompok maupun pribadi. Partai politik mempunyai peranan besar
dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Kewenangan Pergantian Antar Waktu yang dimiliki partai politik menjadi
salah satu upaya pengawasan dari partai politik yang wakilnya duduk sebagai
anggota parlemen. Partai Politik memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan
mengendalikan kadernya di lingkup lembaga perwakilan. Hal ini bertujuan supaya
kader-kader dari partai politik tetap bekerja dengan baik sesuai peraturan undang —
undang. Dan apabila kader melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang - undangan dan tidak sejalan dengan kepentingan partai, maka
pergantian antar waktu dapat dilaksanakan. Pasal 22B Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 dengan tegas menyatakan: ‘“Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan
ketentuannya diatur dalam undang-undang.”'%? Pergantian Antar Waktu / recall
menjadi salah satu hak atau kewenangan partai politik untuk memberikan tindakan
mendisiplinkan anggotanya agar dalam menjalankan tugasnya di parlemen tidak

bertentangan dengan aturan partai politik dan aturan perundang-undangan. Hal ini

101 A Bakir lhsan, Etika dan Logika Berpolitik, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009,
Him 21
102 pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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dilakukan untuk menegakan otoritas dan integritas partai politik dengan
memberikan partai politik hak melakukan pergantian antar waktu/ recall.1%3

Pergantian Antar Waktu menjadi penting bagi partai politik untuk menjaga
kekuatan dan eksistensi partai di parlemen. Dengan begitu Partai Gerindra perlu
memiliki kader-kader yang berkualitas di parlemen demi mencapai tujuannya.
Partai Politik juga menjadi salah satu jembatan dalam menjalankan mekanisme
checks and balances. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) menjadi salah
satu partai yang berkontribusi dalam upaya pengawasan di pemerintahan. Partai
Gerindra didirikan oleh mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan
Darat Letnan Jendral Prabowo Subianto.

Pada Pemilihan Presiden 2009 Gerindra berkoalisi dengan PDI-P
mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai capres dan Prabowo sebagai
cawapres. Akan tetapi pasangan tersebut kalah dan Pemilihan Presiden 2009
dimenangkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono yang diusung oleh Partai
Demokrat. Partai Gerindra bersama PDI-P menjadi parpol oposisi selama masa
pemerintahan SBY-Boediono.

Pada Pemilu 2014, Gerindra menjadi partai politik ketiga terbesar di
Indonesia, hanya kalah dari PDI-P dan Golkar. Gerindra mendapatkan 73 kursi di
DPR setelah meraih 14.760.371 suara (11,81 persen). Pada Pemilihan Presiden
2014, Gerindra mengusung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden. Prabowo

berpasangan dengan Hatta Rajasa Ketua Umum Partai Amanat Nasional dengan

103 Ni’matul Huda & M.Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca
Reformasi, Kencana, Jakarta, 2017, HIm.190
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tambahan dukungan dari PKS dan PPP. Namun, Prabowo kalah dari pasangan Joko
Widodo dan Jusuf Kalla yang diusung PDI-P, Nasdem, PKB, dan Hanura.

Menghadapi Pemilihan Umum 2019 yang dibarengi antara pemilu legislatif
dengan Pemilu Presiden. Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto
sebagai Calon Presiden 2019 menjadi salah satu partai oposisi terkuat pesaing partai
koalisi yang mendukung penuh pemerintahan Joko Widodo. Motto yang sering
terdengar adalah ““ Gerindra Menang , Prabowo Presiden ““ berdasarkan dari motto
tersebut partai gerindra melalui kader-kadernya di seluruh Indonesia gencar
menyosialisasikan dukungan untuk Prabowo Subianto.%

Dengan memahami konsep dari prinsip checks and balances, menurut
penulis kekuatan dari partai oposisi di legislatif atau parlemen sangatlah diperlukan,
tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah agar
terciptanya pemerintahan yang baik dengan menjalankan prinsip checks and
balances. Persaingan antara oposisi dan koalisi di legislatif menjadi salah satu
faktor yang akan menyukseskan kemenangan calon presiden dari masing-masing
kubu apalagi dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2019.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sendiri
dipimpin oleh kader dari partai koalisi yaitu Reindhard Atu Narang dari fraksi PDI-
P. Hal ini membuktikan bahwa di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah partai PDI-

P dan partai koalisi sangat kuat. Dengan begitu kader-kader dari Partai Gerindra

104 https://nasional. kompas.com/read/2018/02/21/06220691/gerindra-prabowo-subianto-
dan-pilihan-menjadi-oposisi?page=all diunduh pada tanggal 15 juli 2019 pukul 09.00.
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dan oposisi harus berjuang lebih untuk mendulang suara di Provinsi Kalimantan
Tengah apalagi dalam menghadapi Pemilihan Umum 2019.

Dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan dari Partai Gerindra dan partai
oposisi di parlemen dalam menghadapi pemilihan umum 2019. Maka hal ini
menjadikan urgensi bagi Partai Gerindra untuk melaksanakan Pergantian Antar
Waktu (PAW) anggota DPRD di Provinsi Kalimantan Tengah. Ditambah terjadi
banyak kekosongan dalam lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah, hal ini tentu menciderai prinsip kedaulatan rakyat karena tidak
kondusifnya situasi dalam lembaga perwakilan rakyat jika terjadi kekosongan
karena rakyat akan kehilangan wakilnya di lembaga legislatif. Dan partai politik
kehilangan kadernya yang berkualitas di parlemen. Selain itu demi terciptanya etika
politik yang baik di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Tengah khususnya, demi

kemajuan bersama bangsa Indonesia.
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BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang penulis lakukan, maka dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1) Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah suatu sistem pengisian jabatan
legislatif DPR/DPRD yang diusulkan oleh partai politik atau badan
kehormatan DPR tanpa melalui mekanisme pemilihan umum, tetapi
dengan melibatkan KPU sebagai tim yang memverifikasi kelengkapan
administrasi tentang kelayakan dan kepatutan seseorang untuk mengisi
jabatan yang kosong oleh pejabat legislatif sebelumnya. Problematika
terjadi dalam menjalankan mekanisme Pergantian Antar Waktu
H.M.Rumsyah Bagan di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari fraksi
Partai Gerindra. Problematika dan keterlambatan yang dihadapi
H.M.Rumsyah Bagan bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. . Faktor dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang diberhentikan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan
keterlambatan pergantian antar waktu H.M.Rumsyah Bagan dari fraksi
Partai Gerindra di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Faktor dari
eksekutif yaitu Gubernur juga berperan menjadi penyebab
keterlambatan Pergantian Antar Waktu, serta faktor dari menunggu
antrian keputusan Menteri Dalam Negeri dan Faktor dari peresmian

pengangkatan pengganti antar waktu. Terlebih tidak ada aturan
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perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi dan konsekuensi
terkait keterlambatan dalam menjalankan mekanisme pergantian antar
waktu bagi pihak — pihak yang terkait menjalankan mekanisme ini.

Urgensi menjalankan Pergantian Antar Waktu (PAW) harus dilakukan
untuk meningkatkan kekuatan dan eksistensi dari Gerindra dan oposisi
di parlemen demi membangun kekuatan politik dalam menghadapi
pemilihan umum 2019, partai Gerindra dan partai oposisi perlu memiliki
kader-kader yang baik dan berkualitas di parlemen untuk
mengkokohkan kekuatannya di legislatif. Partai politik mempunyai
peranan besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Partai Politik
menjadi salah satu jembatan dalam menjalankan mekanisme checks and
balances. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) menjadi salah
satu partai yang berkontribusi dalam upaya pengawasan di
pemerintahan. Kekuatan dari partai oposisi di legislatif atau parlemen
sangatlah diperlukan, tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan
kepada pemerintah agar terciptanya pemerintahan yang baik dengan
menjalankan prinsip checks and balances. Selain itu faktor kekosongan
yang terjadi dalam lingkup DPRD Provinsi Kalimantan Tengah akibat
anggota DPRD Kalimantan Tengah Yansen Binti yang didakwa sebagai
pelaku utama pembakaran sekolah dasar di Kota Palangkaraya. Serta
beberapa kasus terbaru anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
yang tertangkap tangan KPK dalam perkara limbah sawit di Danau

Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, juga menjadi salah
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saktu faktor urgensi dilaksanakannya Pergantian Antar Waktu di DPRD
Provinsi Kalimantan Tengah. Dan demi menjalankan etika politik yang

baik di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Tengah khususnya.

B. SARAN
1) Berdasarkan kesimpulan yang penulis utarakan diatas, penulis
berpendapat bahwa dalam melaksanakan mekanisme Pergantian Antar
Waktu (PAW) di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah seharusnya bisa
dilaksanakan tepat waktu sejak permasalahan Zain Alkim yang terbukti
melanggar kode etik partai yang seharusnya di berhentikan tetapi demi
menjaga harkat martabat beliau maka dinyatakan beliau mengundurkan
diri. Berdasarkan hal tersebut harus diciptakan aturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai konsekuensi bagi pihak terkait jika
tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan dalam mekanisme
pergantian antar waktu. Apalagi faktor dari pihak yang di berhentikan
antar waktu. Karena tujuan di ciptakannya aturan dalam bernegara
adalah untuk mengatur keselarasan dan kesejahteraan masyarakat, agar
terciptanya negara yang teratur aman dan nyaman, dengan menjunjung
prinsip pancasila yang berketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang
adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan

berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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2) Melihat dari pentingnya kekuatan politik dari sebuah kubu baik di kubu
Oposisi maupun Koalisi, maka menjalankan mekanisme dengan baik
menjadi penting, apalagi Partai politik mempunyai peranan besar dalam
struktur ketatanegaraan Indonesia. Partai Politik menjadi salah satu
jembatan -dalam menjalankan mekanisme checks and balances.
Kekuatan dari partai oposisi di legislatif atau parlemen sangatlah
diperlukan, tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan kepada
pemerintah agar - terciptanya pemerintahan yang baik dengan
menjalankan prinsip checks and balances. Penulis harap semua pihak
terkait senantiasa menjalankan mekanisme perundang-undangan
dengan sebaik mungkin. Demi kemajuan bangsa dan Negara Republik

Indonesia.



87

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Bakir lhsan, Etika dan logika berpolitik, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,
2009

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2004

Abdul Mukhthie Fadjar, Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan
Indonesia, Setara Press, Malang , 2012

BN.Marbun , Kamus Hukum Indonesia , Pustaka Sinar Harapan,Jakarta, 2006

Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia,Setara Press , Malang,
2017.

Fajlurrahman Jurdi , Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana, Jakarta, 2018

H.Hadari Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam, Gadjah Mada University
Press,Yogyakarta, 2001.

Jimly Asshiddiqgie, Pokok - Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca
Reformasi, Bhuana llmu opuler, Jakarta, 2007.

Miriam Budiarjo, Dasar — Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
2002.

M.Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

Moh. Mahfud MD, Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh
Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia, FH UGM Press,

Yogyakarta, 1993.



88

Ni’matul Huda & M.Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia

Pasca Reformasi, Kencana, Jakarta, 2017.

PERUNDANG-UNDANGAN

a)

b)

9)

h)

)

K)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD
19457)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR, & DPRD.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR,DPR,DPD, &
DPRD,

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD, &
DPRD,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD, &
DPRD,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.6 Tahun 2017

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata
Tertib, Susuan Dan Kedudukan Serta Fungsi,Wewenang Dan Tugas
Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2019
Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
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https://www.borneonews.co.id/berita/91477-gerindra-kalteng-ulah-zain-alkim-

sepintas-sudah-pelanggaran diunduh pada Tanggal 15 November 2018

Pukul 18.48.

https://kalteng.antaranews.com/berita/291264/rumsyah-bagan-jadi-anggota-dprd-

kalteng-gantikan-zain-alkim diunduh pada Tanggal 15 November 2018

pukul 19.00.

http://www.negarahukum.com/hukum/penggantian-antar-waktu-paw.html

diunduh pada Tanggal 20 November 2018 Pukul 15.30

https://news.detik.com/berita/d-4055014/perbandingan-tunjangan-dprd-kalteng-

dan-provinsi-lain-se-kalimantan diunduh pada Tanggal 12 Juli 2019 pukul

10.00.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/06220691/gerindra-prabowo-

subianto-dan-pilihan-menjadi-oposisi?page=all diunduh pada tanggal 15 juli

2019 pukul 09.00.
LAMPIRAN
a) Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor : KT/08-037/B/DPD-GERINDRA/2018 Perihal
Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan
Tengah
b) Salinan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220
Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
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DEWAN PIMPINAN D" AERAH

GERINDORA

PARTAI GERAKAN IN ,DONESIA RAYA

PROVINSI KACLIMA' NTAN TENSAH
.Seth Adji No.6 Kal. Langkai Kec. Pahandut Kota Palar «gka Raya - Kalimantan Tengah 73111

/
// Palangka Raya,13 September 2018

: KT/08-037/8/DPD-GERINDRA/2018 , Kepada Yth.

. " KETUA DPRD PROVINS!
: PAW Anggota DPRD Provinsi KALIMANTAN TENC AH

Kalimntan Tengah Di —
PALANGKA RAY A
Hormat,

ubungan .dengan surat.yang pernal h kami sampaikan dengan nomor &iirat : KT/07-
PD-GERINDRA/2018; tangga) 25 . jull 2018 ertaligitsulan Pergantian Antar Waktu
as:nama; Drs: H: ZaivAlkim dengedin calon pefggant’ atas.ndiia H:M. Rumsyah Bagan,
IPD Partai GERINDRA Frovinsi k. alimantan Tengah memohon informasi lebih lanjut

urat yang sudah kami sampaikar ,{ mengingat sesuai dengan aturan :

Jndang — undang Republik In.donesia Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD
axn DPRD, sebagaimanatelz.h diubah dengan Undang — undang Nomor 42 Tahun 2014
an Unosa__ng —undang Nozinor 2 Tahun 2018 : Pasal 360 Aya. (4) “Paling lambat 7 (tujuh)
ari sejak n\é-\rpa angggdfa DPRD Provinsi yang diberhentikan dan nama-calon pengganti
ntar waktu sebr \égain.ana dimaksud pada ayat (3), Gube-nur menyampaikan nama

nggota DPRD Provifissi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu
epada Menteri Dalam Nege, .-

Indang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 144 ayat (4)

Palng“i'a‘r‘ﬁB%t 7 (tujuh) hari sejak menerima~ Nama anggota DPRD Provinsi yang
liberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu se°P2gaiman dimaksud pada ayat
3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaik. ™ Nama anggota DPRD

rovinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepaul? Menteri”.
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-aturan Pemerintal. Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pecioman Penyusunan Tata Tertib
RD Provinsi, Kabupaten dan Kota :

Pasal 110 Ayat (4) “Paling lambat 7(tujuh) har}{ terh‘rtuné sejak menerima nama
anggota DFRD Provinsi yang diberhentikan darﬁ nama calon pengganti antarwaktu,
‘Guhernur sebagai wakil Pemerintah Pusat /,r menyampaikan nema anggota DPRD
Provinsi yang diberhentikan dan nama,;! calon pengganti antarwaktu kepada

Menteri”. !

Pasal 110 ayat (6) “Dalam hal G-ubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyampaikan penggantian antarwa ktu kepada Menteri sebagaimana paia ayat
(5), Menteri meresmikan pengg’éntian antarwaktu anggota DPRD Provinsi

berdasarkan pemberitahuan dan Pir npinan DPRD Provinsi”.

ma ini DPD Partai. GERINDRA P:dwins"! Kallmantanmmaimianva Pimpinan

|ekan|sme sesuai peraturan periundang-undangan ;ebagaimana tersebut diatas ( PP
tahun 2018 Pasal 110 ayat (6) ) -

kian surat ini kami sampaikain,-atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan
rima kasih.

‘CEWAN PIMPINAN DAERAH
P ARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ketua, .
Sekretaris,

URNIAWAN, SH,. M.Si
JIWAN K o |
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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 161.62-8220 TAHUN 2018

TENTANG
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU

ANGGOTA DE'WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
MENTERI DALAM"'NEGERI;

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 161.62-3431 Tahun 2014 tenggal 26 Agustus
2014, Sdr, Drs. Zain Alkim dari Partai Ger: kan Indonesia Raya
diresmikan péngangkatannya sebagai- Anggota | Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimatitan Tengah Masa
Jabatan Tahun 2014-2019, dan yang bersanglcutan telah
mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kelimantan Tengah;

- iffipinan Deacrah Partai
Gerékar Indonesia Raye ' *Tengah Nomor
KT/08-034/B/DPD-GERINDRA/2018. #8HgEaT"6" Agustus 2018

BWaktl¥ mengusulkai Sdr.
H.M. Rumsyah Bagen, S.Hut., M.M.A sebagai pengganti
antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantail Tengah;

S-S0 my e
A =rewan
e

ar

. bahwa sesue: Berita’ Acara Komisi ‘Pemilihan Umum Provinsi

Kaliman tanTengah' Nomor 111/PY.04-BA/03/PROV/VIII/2018
tanggal 8 Agustus- 2018 téfitang Perieriksaan Pemenuhan
Persyaratan . Caion Pengganti: Antarwalktus Anggota DPRD
Provinsi Kaliméantan Tengah Hasil Pemilihan Umum  Tahun
2014, ‘Sdr.*H. M.+ Rumisyab/ Bagan; . S:Hasp L M- dinyatakar
memenuhi syarat sebagai:calon: penggantiyantarwaktw Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
menggantikan Sdr. Drs. Zain Alkim;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan
Pengganti Antarwal:tu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lemba -an Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801),
yang telah diubah dengan Undang-Undeng Nonior 2 Tahu.a
2011 tentang Perulahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 Tentang Partai Politik (Leribaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaranr Negara
Republik Ir donesia Nomor 5189);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201¢ tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesie Nomor 5679);

..Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, “ambahan Leinbaran Negara: Republik Indonesia
Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Talhiun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lemibaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2918 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

. Bufat'Guberr.ur Kalim@htan Tengal Nomor 100/236/11.1/PEM

tanggal 17 Sem ‘@0 8 perihal «dJsudl Peresmian®
Bemberhentian dan ¢ Péngafigkatan ¢ Pengganti’ Antar Waktu
(PAWY Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Sisa Masa
Jabatan Tahun 2014-2019 a.n. H.M. Rumsyah Bagan, S.Hut.,
M:M.A dari Partai Gerakan Indonesia Raya;

Surat  Ketua® Dewan"Perwakiian “Rakyat# Daerah Provinsi’
¥Kalimanten Tengah: Nomor 162/1334/DPRD/2018 tanggal’
13 Agustus 2018 perihal Pengganii Antarwaktu (PAW) Anggota
DPRD Proviasi Kalimantan Tengah Periode 2014-2019 H.M.

Rumsyal. Bagan, S.Hut., M.M.A;

. Déritd » ‘Acara KPU  Provinsiv Kalimantan Tengahr Ncmor

111/PY.04- BA/O3/PROV/VIII/2018 tanggal: 8 Agustus 2018
tentang Pe.neriksaan Per ahan Persyaratan Calon Pengganti
Antarwaktu® Anggota DPRD Provms1 Kalimantan Tengah Hasil
Pemilihan Umum Tahun 2014,
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MEMUTUSKAN:

netapkan
SATU . Meresmikan pengangkatan Saudara: .

H.M. RUMSYAH BAGAN, S.Hut., M.M.A

sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kalimantan Tengeh Sisa Masa Jabatan Tahun
2014-2019, terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

'DUA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan pahng lama 60 (ena2™ puluh)
hari géjak Keputusan Menteriini diterimas Onogle{. l:* 22 %vensgzl

1am , \‘?l“

TIGA : Keputusan Menteri inimmulai: berlaku pada tanggal Pengucapan =
Sumpah/Janji dengan ketentuan apabila dikémudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

‘Ditetapkan dilJakarta
pada tanggal ¥Oktcber 2018+
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.
TJAHJO KUMOLO

NIP. 19700316.199101.1.001

\LINAN : Keputusan Menteri ini disampaikar: kepada Yth.:

Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta,
Ketua Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta;
Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta,
Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
Ketua Badan Pengaw as Pemilihan Umum di Jakarta;
Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta,
. Direktur Jenderal Folitik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya
di Jakarta;
14. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
15. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
16. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah di Palarigka Raya;
17. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
18, Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Rayr;
19. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya
Provinsi Kalimantan Teneah di Palangka Rava: dan
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